RISALAH

RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Acara:

Rapat Paripuma Rapat Paripurna (internal) Penyampaian

Penjelasan Pengusul terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD

fentang:

a. Pelestarlan dan Pemajuan Budaya Lokal;

b. Pengelolaan Tanggung)awab Sosial Perusahaan; dan

¢. Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Adminlstratif Pimpinan dan Anggota DPFRD
Kabupaten Kebumen.

SENIN, 29 JANUARI 2024
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aﬂl DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEEBLIMEN
W JL. Merdeka N, & Kebumen (0287) 381775 Fax. 331775
Email: dprdkebumeng@gmail.com Websile : dprd-kebumenkab go.id Kode Pos 54311

RISALAH RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUFATEN KEBUMEN

Hari f Tanggal : Senin, 29 Januoari 2024
Tempat > Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten
Keburmen
1. Jenis rapat :  Rapat Paripuma DPRD
2. Acara rapat ! Rapat Paripurna (Internal)  Penyampaian

Penjelasan  Pengusul terhadap 3 (figa)

Raperda Inisiatif OPED 1entang:

a. Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal,

b. Fengelolaan  Tanggungjawab  Sosial
Ferusahaan; dan

c. Perubahan Atas Parda Nomar 15 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Fimpinan dan Anggota DPED
Kabupaten Kebumen

3. Fimpinan rapat

Narma - Fuad Wahyudi ST
Jabatan © Wakil Ketua DPRD
4. Sekretaris rapat
Narna : Drs. Munadi, M.5i1
Jabatan - Sekretans DPRD
5. Jumlash Anggola : - Fraksi PDI-P 12 Orang
LFRD - Fraksi PKB -9 Orang
- Fraksi Gerindra 15 DOrang
- Fraksi P. Golkar -6 Orang
- Fraksi FPF 4 Orang
- Fraksi P.NasDem 4 Chrang
Jumlah 50 Orang
6. Anggata DFRD - Fraksi PDI-P ¥ DOrang
yang hadir - Fraksi PKB -6 Crrang

- Fraksi Gerindra 10 Orang



- Fraksi P. Golkar 4 Orang
- Fraksi PPP :3 Chr'ang
- Fraksi P.MasDeam D2 Qrarg
Jumlah 132 Orang
(daftar hadir terlampir}
7. Hadir Eksekutif -
8. Rapat dimulai ; Pukul T1.45WIB
Rapat ditutup * Pukul 12.20 WIB
Uraian jalannya
Rapat
Acara  : Hapat Paripurna (Internal) Fenyampaian Penjelasan Pengusul terhadap 3

(tiga) Raperda Inisiatf DIPRD tentang:
a. Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal,
b. Pengelolzan Tanggungjawab Sosial Perusahaan; dan

¢. Perubahan Ataz Perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keusngan
dan Administratif Fimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen

Frotoko! - [ Ernawati, A.Md }

e Menyanyikan bersama
lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kebumen ™"

Assaiamu‘alaikum Wr. Wi,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

- ¥th, Pimpinan dan seganap angaota DPRD Kabupaten Kebumen:
- ¥Ysh. Sekretaris Dewan beserta Stafnya,

» Segala puji bagi Alloh Subhanahu VWata'ala, karena berkat ndho-Nya,

pada han ini kita dapat mengikuti rapat paripurna dalam keadaan sehal
wal ahal,



+ Ataz kehadiran Saudara-saudara semua, kami sampaikan ucapan
selamat datang den lerima kasih, semoga penyelenggaraan rapat
paripurna han ini senantiasa mendapat bimbingan dan ridho Adlch
Subhanahu Wata'ala, sehingga acara rapat paripurna ini berjalan
dengan lancar.

« Untuk itu, rapat paripuma im kita awali dengan do'a bersama.

» Berdo'amulai......_.._.., selesal

Hadirib, sklang Dewan yang terharmat,

¢ Anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani dafiar
hadir sebanyak 32 orang, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan
Tata Tertib DPRD Pasal 127 ayat (1) huraf ¢, kugrum telah terpenuhi
sehingga rapat sah untuk dibuka.

* Dengan mengucap "Bismillahirrchmanirrohim” Rapat Paripuma DPRD
Kabupaten Kebumen han Senin tanggal 2% Januari 2024 reami
dinyatakan dibuka.

--- ketuitan palu 3 kali —

Hadirin, sifang Dewan yang terhommat,

a. Berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah, har im kita selenggarakan
Rapal Paripurna dengan agenda Penyampaian Penjelzsan Pengusul
terhadap 3 {thgal Raperda Inislatif DPRE tentang.
a. Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal;

b. Peangelolaan Tanggungawab Sosial Perugahaan; dan
c. Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keoangan
dan Administrziif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen,
= [alam proses pembahasan sebelumnya, materi Raperda tersebut
diusulkan oleh DPRD selanjutnya oleh pimpinan DPRD disampaikan
kepada Badan Pembentukan Perda untuk diksji,



Tahapan pembahasan selanjutnya adakeh membenkan kesempatan

kepada pengusul untuk memberikan penjelasan dalam rapat paripurna
han ini.

Untuk itu, kesempatan pertama sepenuhnya kami serahkan kepada
pengusul Raperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Budayz Lokal
untuk menyampaikan penjelasan tetkait raperda tersebui, kepada jurd
bicara disilahkan,

-~ ketukan palu 1 kali -

Drs. H, TONGAT
r """ #+ | aporan Penjelesan Pengusul Raperda Imsiatif tentang ‘|
|_ Palestarian dan Femajuan Budaya {okal *** ;

Hadirin, sidang Dewan yang kami hormati,

Demikian tadi telab disampaikan laperan penjelasan pengusul Raperda
tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal, kepada juru bicara
diucapkan ferima kaszih.

-—--- Kotukan palu 1x ---—--

Hadirin Sidang Dewan yang terhomat,

Salanjutnya kesempatan kedua kepada juru bicara dari pengusyl
Raperda tentang Pengelolaan Tanggungjawab 3Sosial Perusahaan

disilahkan menyampaikan usulannya, kepada juru bicara disilahkan.

FITRIA HANDIMI, 5.H

—-

* Laperan Penjelasan Pengusul Raperda Inisiatif tentang

Fengelalaan Tanggungjawab Somal Perusahaan ***




Bemikian tadi telah disampaikan laporan penjelasan pengusul Raperda
tentang Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Peruszhaan, kepada juru
bicara diucapkan terima kasih.

Hadirirt Sidang Dewan yang terhonmat,

Selanjutnya kesempatan ketiga kepada juru bicara dari pengusul
Raperda terlang Perubahan Atas Perda Momor 15 Tahun 2017 tantang
Hak Keuangan dan Administratf Pimpinan dan Anggota DFPRD
Kabupaten Kebumen disilahkan menyampaikan usulannya, kepada juru

Licara digilahk=n.

GORIAH DWI PUSPA 5.5., M.Pd

r "= aparah Penjelasan Pengusul Raperda [niskatif tentang

Pembahan Atas Perda Nomar 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

Cemikian {2di telah disampaikan laporan penjelasan pengusul Raperda
tentang Perubahan Atas Parda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administralif Pimpinan dan Anggota OPRD Kabupaten
Kebumen, kepada juru bicara diucapkan terima kasih.

Selanjutnya kepada masing-masing Fraks uwntuk menyampaikan
pandangan Fraksinya terhadap Raperda tentang Pelestarian dan
Pemajuan Budaya Llokal Pengelolzan Tanggunpjawab Sosial
Ferusahaan dan Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupalen Kebumen untuk disarmpaikan pada Rapat Parpuma yang
aken diagendakan pada hari Selasa, 30 Januari 2024,

Dengan telah dizampaikannya laporan penjelasan pengusul tadi, kiranya

acara rapat parfpuma han im telah selesai

Alas nama pimpinan, kami ucapkan terima kasih alas kehadiran dan
perhatian segenap anggota Dewan dalam mengikuti rapat hari ini dari
awal hingga selasai.



o Mengakhiri rapat paripurna  hari  ini, dengan  mengucap
“Alhamdulillahirrobbil'alamin®, Rapat Panpuma DPRD pada hari ini resmi
dinyatakan ditutup.

--- ketukan palu 3x —-

Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb,

kebumen, 29 Januari 2024

Pimpinan Rapat Pencatat Rapat
FUAD WAHYUDI 5.T Drs. MUNADI, M.si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19600807 199101 1 001



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

JL. Merdeka No.6 Kebumen (0287) 381775 Fax 381775
Email: dprdkebumen@gmail.com Website ; dprd-kebumenkab. go.id Kode Pas 54311

Kebumen, 23 Januari 2024

MNomaor 1 172.11/0479
Sifat 1 Segera
Lampiran -1 (satu) lembar
Hal :  Undangan

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen
di
Kebumen

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada Rapat Paripuma DPRD
Kabupaten Kebumen yang akan dilaksanakan pada:

haritanggal : Senin, 29 Januari 2024

Waktu : 10.00 WIB (Setelah Rapat Paripuma)
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DFRD Kabupaten Kebumen
acara : Rapat Paripurna (Intermnal) penyampaian penjelasan pengusul terhadap 3

(tiga) Raperda Inisiatif DPRD tentang:
a. Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal
b. Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan
c. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Kebumen
keterangan : PSH (Pakaian Sipil Harian)

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Dewan Perwakilan Rakyat Dagrah
Hahupat&n Kebumen




PEMERINTAH KABUPATEN KEEUMEN

SEKRETARIAT DPRD
JL, Merdeka No. 6 Kebumen (0287} 3A1 775 Fax. 361775
Emall:dprdkebumeng@gmail.com Website:dprd-kebumenicab, go.id Kode Pos 54311

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KAB. KEBUMEN MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

Hari { Tanggal : Senin, 20 Januari 2024
Waktu - Pukud 10,00 WIB {Satelah Rapat Paripurna)
Tempal Ruang Rapat Paripuma DPRD Kzbupaten Kebumen
Acara - Rapat Paripurna (Internal) penyampaian panielasan pengusul terhadap 3 {tiga)
Raperda Inisiatif DPRD tertang:
&. Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal
b. Pengelclaan Tanggungjewab Sosial Perusahaan
c. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tantang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggeta DPRD Kabuoalen Kebumen
No. Nama JABATAN | FRAKSI TANDA TANGAN ||
1 |H. BARIMUMN, 5. Sy, KETUA F ROP 4 ! ﬁ
2 i !
2 |FUAD WAHYLUDI, ST WAKIL KETUA F.PKB i ¥
‘\‘"“-_.-'
3 |H AGUNG PRABOWO, S.H WAKIL KETUA | FP.GERINDRA, | ~
4
4 [H. MUNAWAR CHOLIL B.A WAKIL KETUA | F.P.GOLKAR
5 |Drs. H TONGAT ANGGOTA Frop | ﬂ.\r
£
8 [F.ABAMBANG TRI SAKTIOND, S 505, ANGEOTA F.PDIP I/A#)
7 [FITRIA HANDINI, 5.H ANGGOTA F.PDIi f 7%
B |3amBanc . SE A A FPDIP ]
SUTRISND NGGOT ,..f A
9 |TATAG SAJOKG, 5.H ANGGOTA F.FOIP y
10
10 [FRENKY ASKHABUL JANNAH ANGGOTA F.POIP
17 |NOVISMNDRI DWW ALHADI, 5 Kem, ANGGEOTA F.PDIP L I"'- I
12 j4
12 |GIGIH BASOKAYADI, 5 Ses, ANGEOTA F.PLHF
13 =3
12 |AMIN LUKMANTORO, 5,508, ANGGOTA FPOP
14
T4 |ADHITYA WHISHU BAYU AN, 5.T. AMNGGOTA F.PDIP

158 [KHANIFUDIM, 5 S0a,

ANGGOTA F.POIP -
16 P
18 |H. SARKMAN HALM MNUFRCHMAN ANGGOTA F.FEE

17 [H. M. NUR HARYADI, 5.E, ANGGOTA Pke " I- /
— 18
FFkBE . /7]

18 |KHOTIMAH, 5.Pd.lMA. ANGGOTA
ol
2E] —
19 [H. MIFTARUL ULUM ANGGOTA F FHE / .
: 20
20 |ARHMAD SUDRFOND ANGEOTA F.PKBR /
21 |H. SUMARND. 5 H_MM. ANGGOTA Frrg &4
22
22 [AHMAD HALLLAKE AL AMKAN] ANGEOTA FPRE
7 3
23 |SAIFUL ANWAR, 5.5y, ANGGOTA FPiKE -
2
24 |DODI SUPRFFANTD ANGGOTA | F.P.GERINDRA




|
H. RIFAl YUNIANTORD

2% LNGBOTA | F.P.GERINDRA |2
25
26 |BAGUS SETIYAWAN ANGGOTA | F.P.GERINDRA
27
27 |Hi ERMIKRISTANTI, S.P., MM ANGGOTA | FP.GERINDRA, )
28 |Hj. SRI SUSILOWATI ANGGOTA | FP.GERINDRA b WA
; LW
24 | 50LATUN ANGGEOTA F. P GERBDORA "H' ]
. 30
30 |BASIR ANGGOTA | FP.GERINDRA | ] /ﬁﬁf-}{%ﬂ
31 [MAKSUM SOOI ANGGOTA | FP.GERINDRA |°T ?
a
32 |BAMBANG SUPARJO ANGGOTA | FEGERNDRA !f
33 |AKHMAD ANNIFUDIN ANGGOTA | FP.GERINDRA |
34
34 |KRISMAWATI ANGEOTA | F.PGERINDRA
_— .
35 |H GITO PRASETYD, ST ANGEOTA F.F.EE,RI"EH‘A 31;:,.4&::_
|28
38 |KLRMLAWAN ANGGOTA F.F'.G‘Eﬁ.{u;‘lff_
-‘_|—|_ el
a7 AGUS SUPRIVANTO, 5.50s, ANGEOTS F.P.GERINDRA 3
a
3 [H. PAWIT, 5.50s ANGGOTA, F.P.GOLKAR
38 |RESTU GUNAWAN ANGGOTA | FPGOLKAR [ /
2 |40
40 IRATNA YULIYANTI, S.H ANGGOTA F.F.GDLKAR.? - /i =
41 [H. BUPRAETO ANGGOTA F.P.GOLKAR K{” e’
42
41 |YUNIARTI WIDAYAMINGSIH, S E ANGEOTA F P.GOLKAR ;
43 [AGUS HAMIM, .80 ANGGOTA F.PFP . é‘
44
4
4 [WAHID MULYADI, A,Md ANGGOTA FPPR Y - /‘\‘
45 |PAIR) 5 505 ANGGOTA E PP ”fi . |
46 (SR HALIMAH ANGGOTA F.PRP — '\ I
= i
47 IM. MADKHAN ANIS, 5.Kep,, Ns. ANGGOTA Fenaspem |1 m
4B
48 |H). LILHK HALIMAM ANGGOTA F.P.NASDEM M
T ..f'-d-:l" i ¢ ""'ﬂ'l..
43 |QORIAH DWI PUSPA, 5.5, M.Pd. ANGGOTA F.P.NASDEM !
E ]
50 |HESTI HNURAINI. 5.8 AMNGGEOTA F.P HASDEM
f
Kebumen, 29 Januari 2024

Jumlah Hadir =

32‘" Orang

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KEBUMEN,

g

MIP. 1

S—

9690807 199101 3 001






4

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

SEKRETARIAT CPRD

JL. Mardela Mo, § Keboumen (B287) 381775 Fac A TTS

Envall: dprd ke aarte e gl com Wabs tesdnrd-kebumenicab g cdd Kods Pos 54314
DAFTAHR HADIR
i f Tangaal  Senin, 28 Januan 2024
rktu » Pukul 10.00 WIB [Satelzh Rapat Paripurna)
mpat . Rurang Rapat Fanpuma DPRD Kabupaten Kebumen
aryd : Rapat Faripuma (nernah penvampaian penjelasan pengusul terhadep 3 (iga) Rapeda

Inislanf DPRD tentang:

a Pelgstarian dan Pemajean Budaya Lakal

b. Pergelolaan Tanggengawat Sosial Ferusahaan

¢. Perubahan atas Peraturan Daerzh Momor 15 Tahun 2007 tentang Hak Kedangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen

NAMA

f
|

JABATAN TANDA TANGAN

Drs MUMNALDI, 850,

Sekretans DPRD 11 m:;

JULIN, 3.5TR,. M 3

T—-

Kabwg Urmuen Vz\_

Ir MASAGUS HERUND TS, M.

Kabtag Program dan Kausngan ES 1[

klbf ’

_MLI KHAMMAL TAUFHK HIDAYAT, AP

Pl

Kabag Faailtas Panpgerspgaran dan Penga s san ——\d.\ /

Cra. uLFAH MUSWARDAN, MM

Hsbmg Persidangan dan PeundangLaoengan (5.

HANIK SETYCMWATI, 8.

o s

MONG, 5AR

Haswhap BT dan Ferdhghepan 5 5.
!
|

Yy

Masubag Tata Wsaha den Kepegawaian T.

FAZS FALIZARN, S M

Kepela Subbeglan Yerifikast, Almtansi dan Pelapoman

iR H FATOM|, 21,

‘
N [— g ki

4N IMDYA ARIEF SEFILADI, ST, MPA

Forancang Foreiwan Ferdsaang-anonngan S uds (9. L(":J

Pranats Hobungan Mesyarakat A ods Q,

VLHAMMAD MAHMLID, S [P, Ma

!'
!,

Barancans A0H bude 11, CW |, ="

Kabuman, 28 Jarmead 2024

SERRETARIE OPRD
FABLIPATER KEALIMEM,

‘*—a@

Drg, MUNADE ML
NIF. 16650807 193104 1 001



PEMERINTAH KAEUPATEN KEBLUMEN

SEKRETARIAT DPRD

A Wardeka N, 5 Foamermn (02EF] THTTS FLL TS
Bl dpraiel S mEn@gmetleom Wabs e :dprd-ushamenieh, oo,k Kedo Fax S4H4

OCAFTAR HADIR
Hari / Tarnggal . Seren, 29 Janugr 20024
Waktu Puky 10.00 WRE (Saletah Rapat Panipumal
Tempat . Ruanp Raps Padpuna DPRD Kaetiupatsn Kelmen
Acara * Rapat Paripwma (bidemal) payampalan pesalasan pepgusd terhatap 3 (ga) Raperda

inisiabd OPRD tardang:

a2 Polastaran dan Pesnajein Budays Lokal

b. Pangeictaan Tanppogaeal Selal Parsanemy

&. Pancbahan aias Parsiuran Daarah Momoer 15 Tabws 2017 bestang Hak Kevargan dan
SifrHrastead il Plmpinan dan Anggota CPRD Kabupalan Kebtinen

o] N A M A JABATAN TANDA TAHGAN
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BERITA ACARA
NOMOR : 172,11/ 2 TAHUN 2023

TENTANG

RAPAT PARIPURNA
PENYAMPAIAN PENJELASAN PENGUSUL TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA INISIATIF
DPRD TENTANG:
a. PELESTARIAN DAN PEMAJUAN BUDAYA LOKAL;
b. PENGELOLAAN TANGGUNGJAWARB SOSIAL PERUSAHAAN; DAN
c. PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEBUMEN.

Pada hari ini Selasa, tanggal duapuluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh
empat (28-1-2024), telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen dalam
rangka Penyampaian Penjelasan Pengusul terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD dihadiri
oleh 32 dari 50 Anggota DPRD Kabupaten Kebumen.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
PIMPINAN RAPAT,

N (e

FUAD WARHYUDI, 5T






PENYAMPAIAN PENJELASAN PENGUSUL
TERHADAP RAPERDA INISIATIF
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DPRD KABUPATEN KEEUMEN

TENTANG

PELESTARIAN DAN PEMAJUAN BUDAYA LOKAL

Disampaikan pada Rapat Faripurna DPRD Kabupaten Kebumen
Hari Senin, tanpggal 29 Januari 2024

BADAN PEMBENTURAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PEEWAKILAN RAKYAT DAFEERAM
HABUFATEN KEBUMEN
Jalan Merdeka No. 6 - Talp. {Q2E7) 381775 Kabumean 54311
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Dalam kesempatan ini, perkenankan kami atas-nama
Bapcemperda DFRD Kabupaten Kebumen mengucapkan terima
lkasih kepada :

Fertama, Saudara Pimpinan Rapat dan sekaligus Plinpinan
DFRD yang telah memberikan kesempatan kepadsa Bapemperda
DPRD Kabupaten Kebumen, untuk menyampaikan Pewjelasan
Pengusul terhadap Raperda [nisiatif Bapeimmperda DPRD
Kabupaten Kebumen tentang Pelostarian dan Pemajuan Budaya
Lokald, di mimbar yang terhormat ini,

Hedua, kepada Unsur Pimpinan dan semua anggota
dapemperda  DPRD Kabupaten Kebumen vang telah
menyampaikan saran dan pendapatnys.

Ketiga. Kepada Para Kepala Organisasi Ferangkat Daerah
terkait dan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Raperda vang
telah menyampaikan saran dan pendapatnya sehingga raperda

in1 dapat disusun untulk zelanjuinya alkan dibahas bersama,
Keermpreat, kepada Sckretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan

lajarannya yang telah  membantu  memfasilitasi rapat
Bapetperda DPRD Kabupaten Kebumen,

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami
hormati,
Sclanjutnya kami sampaikan penjelasan pengusul erhadap
Raprrda Inisiatif Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen
tentang Pelestanan dan Pemajuan Budaya Lokal, sebagai beriloot:

Pendahuluan

Kebumen memiliki potensi budaya vang be ragam, seperti
senl pertunjukan tradisional, kesenian tari, seni musik, kerajinan
tangan, serta aneka kuliner khas. Sclain iy, witayah ini Jjuga kaya
akan khazanah sejarah, cerita rakyal, dan upacara adat yang
mentadi identitas budaya masyarakat setempat. Pemajuan



budaysa di Kabupaten Kebumen berfolius pada dua aspek ulama
vaitu . pelestarian tradisi budaya dan pemanfaatan budaya

sebagai sarana pengembangan ekonomi kreatif,

Pemerintah Kabupaten Kebumen bersams dengan berbagai
lembapga dan komunitas budaya terus berupaya untuk
melestarikan dan mempromasikan beragam kebudayasn yang
ada di daerah ini. Dalam proses pemajuan budaya, dilalculan
berbapai kegiatan seperti festival budaya, pentas seni, lokakarya
budaya, pameran seni, dan program-program pendidikan yvang
beronentasi pada budaya. Selain itu, penggunsan teknologi
informas  dan media sosial juga  dimanfsatkan untuk
menjangkau lebih banyak orang dan menperkenalkan kekayaan
budaya Kebumen ke tinglkat vang lebih luas,

Menurat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2017 tentang Pemagjuan Kebudaysan, Pemajuan
Kebudayaan merujuk pada serangkaian usaha yang bertujuan
untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kentribusi budava
Indenesia dalam kerangks peradaban global, Upaya tersebut
melibatkan  langikah-langkah perlindungan, pengembangan,
pemaniaatan, dan pembinaan kebudayvaan, Strategi-strategi dan
inovasi digunakan dalam upaya memajukan objek pemajuan

kebudayaan.
Kabupaten Kebumen, merupakan wilayah yang kaye akan

nilai-nilai budaya dan memiliki (radisi yang mendalam,
Kabupaten ini memilild kekayaan warisan budaya vang unik dan
eragatn yang tercermin dalam berbagai bentuk seni, adat
1stiadat, arsitektur, dan perayaan-tradisi yang masih dijaga
dengan cermat oleh penduduknya. Salah satu ciri khas budaya
di Kabupaten Kebumen adalah seni tari dan musik tradisional,
Tarian seperti Tari Bedhaya, Tari Gambyong, dan Tari Sintren
adalah ekspresi seni yang diwanskan secara turun-temurun. Tari
Bedhoyo Kebumen merupalkan salah satu tarian tradisional yang



berazal dari Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia.
Tarian ini memilili makna mendalam dan sejarah yang kaya, dan
biasanya dipentaskan dalamn acara-adat, npacara keagamaan,
dan perayaan-perayaan khusus.

Selain kesenian tari, Kabupaten Kebumen juga memiliki
musik tradisional seperti GGamelan dan Karawitan juga sering
mengiringi berbagai acara adar dan keagamnan di daecrah ini.
Penduduk Kebumen jiga menjunjung tinggl adat istiadat, seperti
acara perkawinan dan selametan, yang dilaksanakan dengan
pernuh lkhidmat dan kekompakan. Keberadaan leluhur dan nilai-
nilai luhur dipertahanikan dalam berbagai upacara adat sebagai
wujud petighormatan terhadap lelihur dan roh nenek moyang,

Upacara pernikahan tradisional di Kabupaten Kebumen biasanva
masih diadakan dengan mengikuti adat dan kebiasaan lokal.

Berdasarkan latar belakang seperti diuraikan diatas
dipandang perla  segera membentuk  Peraturan Daerahb

Kabupaten Kebumen tenlang Pelestanan dan Pemajuan Budaya
i.okal sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Pemerinizh
Nomor &7 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomaor & Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Dasar Hukum
(Guna memberikan landasan yuridis, dasar hultum dalam
menginisiasi pembentulcan rencangan Peraturan Daerah ni,
diantatanya :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
14945, Pasal 20, Pasal 21, dan Fasal 32,
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1850 tentang
Pembeniykan Daerah-Daerah Kabupaten Dalamn
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.



3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan,

4. Undang-Undang Nomor 11 Tshun 2010 tentang Cagar
Budiya.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagairnana telah diubah heberapg
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023
tentang Menetapan Peraturan  Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomaor 2 Tshun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang.

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan,

7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pemajuan Budaya,

&. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penyusunan Pokok Pikiran Eebudayzsan Daerah dan
Strategi Kebudavaan.

Tujuan

Dengat pemberntukan rancangan Peraturan Daerah tentang
Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal, tujuan besar vang akan
dicapail adalah :

1. Memajukan budayva tradisional daerah;

2. Melestarikan budaya tradisional daerah sebagal penguat
budaya nasional untuk meningkatkan harkst dan martabat
bang=sa;

3. Mengembangkan budaya (radisional daerah;

4. Memanfaatkan budaya  tradisional daerah  uyntuk
memperkuat citra  positif pembangunan  daerah bagi
kepentingsn sebesar-hesarnya kesejahteraan masyaralkat



dengan tetap mempertahankan kelestariannyz: dan
>. Memperluat citra dan  karakter daerah  sertzs  untulk
mempomosikan budava tradisional daerah sebagai satu

kesatuan budaya nasional sampai pada dunia internasional,

Hadirin dan peserta Rapat Paripurma yang kami horrnatf,

Materi muatan yang diatur

Dalam Runcangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan
Pemajuan Budaya Lokal sebagaimana terlampir, ruang linglazp
materi muatan yatig akan diatur, terdiri dari 12 {dua belas) BAB
dan 39 (tiga puluh sembilan) Pasal, schagai berikui:

BAB 1 : KETENTUAN UMUM

BAR 11 : PELESTARIAN, PEMAJUAN DAN ORJEK

BAEB III : TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAFERAH
BAB IV : HAXK DAN HEWAJIBAN SETIAP ORANG

BAB V : PENYELENGGARAAN PELESTARIAN DAN
PEMAJUAN BUDAYA TRADISIONAL

EABVI : PENGAWASAN DAN FENGENDALIAN
BAB VII : PERAN SERTA MASYARAAT

BAB VIII : PENDANAAN

BAB IX : PENGHARGAAN

BAB X : LARANGAN

BAB XI : KETENTUAN PIDANA

BAE XII : KETENTUAN PENUTUP

. ————— W emme e



Hesimpulan

Kesinpulan tentang pelestarian dan pemajusan budaya lokal
adalah bahwa pelestarian budaya tradisional sangat penting

untuk mempertzhankan identitas dan warisan budayva suatu
daerah. Kebumen, scbagmi salsh =zatu daerah di [Indonesia,
memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam, termasuk
dalatm bentuk send, musik, (anan, dan tradisi-tradisi unik
lainnya. Pelestarian budaya lokal tradisiohal Kebumen bukan
hanya merupakan kewsjiban uniuk melestarikan sejarah dan
identitas masyatakat, tetapi juga dapat mermberiksan manfaat
elconomi, sosial, dan budaya yanp signifikan.

Dalam raperda tersebut juga dibahas upaya-upaya keonkret
vang dapat dilakukan untuk melestarikan dan memajukan
budaya loical tradisional Kebumen. Ini termasuk penggzlakan
pendidikan dan kegadaran magyarakat tentang pentingnya
budaya tradisional, dukungan pemerintah dalam  hentuk
kebijalkan dan investasi, serta kolaborasi antara berbagai pihak,
seperti Jembaga pemerintah, akademisi, komunitas lokal, dan

pemanglku kepentingan lainnya.

Penutup

Dengan disusunnya Rancangan Perafuran Daerah tentang
Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal di Kabupaten Kebumen,
kita dapat merangkum kesimpulan dan harapan uniik
meinperkuat urgensi pelestarian dan pemajuan budaya loksl
sebagai bagian integral darn identitas dan kekayaan masyarakat.
Haperda dirancang dengan menppambarkan komitmen untuk
melibatkan semua stakeholder dalam implementasi Raperda ini,
sekalipus menggaris bawahi peran penting kolaborasi antara

pemenntah, masyarakat, dan sektor swasta dalam melestarikan

dan mengangkat nilai-nilai budaya lokal,



Haddirin dan segenap peserta Ropat Paripurna yang
Kami hormatl,

Demikian telah kami sampaikan Penjelasan Pengusul
terhadap Raperda Inisiatd Bapemperda DPRD Kabupaten
Kebumen tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal,
Selanjutnya kepada Pimpinan DPRD mohon kiranya untuk dapat
mengagendakan tahapan berikntnya, besar harapan kami
Raperda ini nantinya dapat disetujui menjadi Raperda inisiatif
DIFED Kabupaten Kebumen.

Akhirtiva, apahila terdapat uraian kalimat atau tutur kata
yang kurang berkenan dalam penyampaian penjelasan ind, kami
atas nama Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen maupun
secara pribadi, menyampaikan petmohenan maaf vang setulus-
tulusnya.

Atas pertatian peserta Rapat Patipumma dan tamu undangan,
tidak lupa kami atasz nama Bapemperda DPRD Kabupaten
Kebumen menyampaikan ucapan terirma kasih  serta
perighargaan yang setinggi-tingginya, semoga bermanfaat bagi
kemajuan daerah untuk peningkatzn kesejnhteraan masyarakat

Kabupaten Kebumen yang kita cintad,

Billaht Taufik Wal Hidayah, Wassalaarmu’alatkum
Warokhmatullahl Wabarokatuh.

Kebumet:, 29 Januart 2024

BAFPEMFLERLA
DFRED KABUFATEN KEBUMEN

F A, BAMBANG TRISAKTIONO, S.8os  H. GITO PRASETYQ, ST



BAFPEMPERDA DFED KABUPATEN KEBUMEN

1.
. H. GITC PRASETYO, ST (Wakil Ketua)

. Drs. MUNADI, M.5i (Sekretaris bukan Anggota)
- NOVIANDRI DWI AL HADI, 5.Kom (Anggota)

. Drs. H. TONGAT

. FITRIA HANDINI, SH

. BAMBANG SUPARJO

. BABIR

- H. MIFTAHUL ULUM

. H. M. NUR HARIYA[}, SE

. H. PAWIT, 5.30s

. YUNIARTT WIDAYANINGSIH, SE

. WAHID MULYADI, A Md
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PENYAMPAIAN PENJELASAN PENGUSUL
TERHADAFP RAPERDA INISIATIF
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DPRD KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG

PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN

—— _"-ﬁ-:___

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen
Hari Senin, tanggal 29 Januari 2024

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Jalan Merdeka No. 6 - Telp. (0287) 381775 Kebumen 54311




PENYAMPAIAN PENJELASAN PENGUSUL
TERHADAP RAPERDA INISIATIF

BADAN PEMBENTUEKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG

PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen
Hari Senin, tanggal 29 Januari 2024

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Merdeka No. 6 - Telp. (0287) 381775 Kebumen 54311




PENYAMPAIAN PENJELASAN PENGUSUL
TERHADAF RAPERDA INISIATIF
BADAN PEMEENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRI) KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG

PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN

Disampaikan pads Rapat Paripuma DFRD Kabupaten Kebumen
Han Senin, tanggal 229 Januar 2024

BADAN PEMBENTUHKAN PERATURAN DAFRAH
DEWAN FPERWAKILAN RAKYAT DAERAH
HABUTPATEN KEBUMEN

Jalan Merdeka No. 6 — Talp. (0287) 381775 Kebumen 54311
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAE

KABUPATEN KEBUMEN

Jalan Merdeka No. & — Telp. (0287) 281775 Kodepos 54311
KEBUMEN

PENJELASAN PENGUSUL
TERHADAF RAPERDA INISIATIF BAPEMPERDA
DPRID KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG

PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
{TISP)

Assaleamu'alaiktum Warochmuatulloh Wabarokaatuh
Salam sefahterda untuk kita semua,
¥th. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPRD, sekaligus Ketua
DPRMY, para Wakil Ketua dan para Angpota DPRD

Kabupaten Kebumen;
Ysh. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen beserta Jajarannya;

Ysh, Hadirin teanu undangan vang berbahagia

Segala puji bagi Allah 5WT, Tuhan Semesta Alam yang telah
melimpahkan rahmat, tauflik dan hidayah-Nya kepada ldta semus
E{-‘.’hingga pada hari ini lata dapat mengikuti rapat pﬁripuma dalam
rangka Penyampaian Fenjelasan Pengusul terhadap Raperda
Inisiatif Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen tentang
Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Perusahaar ITJSP} datam
keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam gémoga tercurah
kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sholalloh ‘Ataihi
Wassalam Lleriring doa semoga kita termasuk golongan umatnya,
¥ang akan mendapatikan syafa’athya fiddunn ya wal akhjrart.

AMahumma Aamiin.

- mmedageg L LLSRFLLl 1K Lrl-J-ﬂlﬂl.HIE_'uJ.J-HL,I.J|I5r.LJ.J Ll Jmaldlas pagt

i “



Dalam kesempatan inl, perkenankan kami atas-nama
Papemperda DFRD Kabupaten Kebumen menglcapkan terima
kasih kepada :

Pertama, Saudara Pimpinan Rapat dan sekalipns Pimpinan
DPFRD yang telah memberikan kKesempatan kepada Bapemperda
DPRI* Kabupaten Kebumen, untuk menyampaikan Penjelasan
Pengusul terhadap Raperda Inisiatif Bapemperda DPRLD Kabupaten
Kebumen tentang Pengelolaan Tanggungjawab Perusahaan
Kabupalen Kebumen, di mimbar yang terhormat ini.

Redua, kepada Unsur Pimpinen dan semua angpgota
Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen yang telah menyatnpaikan
saran dan pendapatnya.

Ketiga, Kepada Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah
terkait dan Tim Penyusun Naskeh Akademik dan Raperda vang
lelah menyampaikan saran dan pendapatnya sehingga raperda ini
dapat disusun untuk selanjutnya akan dibahas bersama,

Keempat, kepada Seliretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan
jajarannyva yang telah membantu memfasilitasi rapat Bapemperda

DPRD Kabupaten Kebumen.

Hadirin Peserta Rapat FParipurna Dewan yang ko

hormatl,
Sclanjutyas kami sampaikan penjelasan  peogusul terhadap
Raperda inisiatil Bapemperda DFRD Kabupaten Kebumen tentang

Pengelolaan Tanggung jawab Sosial Perusahaan, sebagai berilaut :

Pendahuluan

Kabupaien Kebumen, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah,
memegang peran yang signifikan dalam perekonomian regiona)l dan
nasional, Daerah ini memiliki potensi industri yang cukup kuat,

menjadikannya salah satu wilayah yang memainkan peran penting
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dalam pengembangen sektor mdustri di Indonesia. Dengan
pertumbuhan ekonomi sebesar 3,7 persen pada tabhun 2023,
Kabupaten Kebumen memberikan keontribusi yvang substansial
dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Provinsi Jawa Tengah, (BPS, 2023) Schagal bagian integral dari
perelkonomian provinsi, Kabupaten Kebumen memiliki beragam
potensi ekonomi wvang dapat dikembangkan, termasulk selctor
pertanian, peternakan, pariwisata, energi dan sumber daya
nmiineral, industri kerajinan, perkebunan, perikanan, hortikultura,
dan berbapai sektor lainnya.

Namurn, seiring dengan potensi ekonomi yang besar,
Kabupaten Kebumen juga dihadapkan pada sejumlah
permasalahan yang perla diatasi. Salah satu masalah yang masih
menjadi  tantangan adalah  tingkat kemiskinan yang tinggi,
mencapai 16,4 1persen di tahun 2023. Angka inil mencerminkan
ketimpangan sosial dan ekonomi di antara pendudul;, yang dapat
berdaimpak negatif pada stabilitas =osial dan perkembangan
wilayah, Kendati Kabupaten Kebumen memiliki potensi ekonomi
vang kuat, perekonomisnnya tnrasih belum mencapal tingkat
optitnalitasnya.  Infrastrukmar yang  belum  memadal  serte
rengelolaan sumber daya alam yang belum berkelanjutan menjadi
faktor yang turut membatasi perkembangan ekonomi, Potensi
Kabupaten Kebumen untulk menjadi pusat pertumbuhan ekonomnai
di kawasan selatan Indonesia sejatinya sangat besar, terutama
mengingat lokasinya yang strategis dengan akses langsung ke
Bwmudera Indonesia. Namun, pemanfasatan potensi ini memerivlcan
Upaya lebih lanjut dalam meningkatkan berbagai aspek, termasul
infrastruktur, pendidikan, dan pengelolaan sumber daya alam.

Selain itu di Kabupaten Kebumen, terdapat lklasifikasi
Perusahaan yang terdapat di Kabupaten Kebumen menurut datg
dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pinty
berjumlah 535 perusshan dari skala kalegori besar, menengah darn
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kecil. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 83.18% di dominasi dari
jenis perusahaan persekutuan kemanditer (CV} dan Perseroan

Terbatas (PT) dengan jumlah masing-masing 268 CV dan 187
perusahaan. Jika dilihat dari skala kategori, Kabupaten Kebumen

memiliki perusahasn dengan skala kategori besar sebanyak 123
perusahan, menengah 58 perusahaan dan kategori kecil 354
Perusahaan,

Dalam konteks Kabupaten Kebumen yang demikian, penting
untuk merancang sebuah kerangka kerja atau sciusi yang
herlandaskan pada potensi ekonomi yang dumiliki oleh wilayah
tersebut. Upaya umtuk meningkatkan perekonomian Kabupaten
Kebumen tidak dapat hanya berganiung pada peran Pemerintah
Daerah semata, tetapi harus melibatkan sgjumlah pemangku
kepentingan yang berpartisipasi aktif demi mewujudkan ketahanan
ekonomi ¢i Kabupaten Kebumen. Kolaborasi ini perlu melibatlean
berbagai pihak, termasuk masyarakat, pihak berkepentingan, serta
sektor swasta dalam bentuk perusahaan swasta dan Badan Usaha
Milik Nepara (BUMN] serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang
turut serta dalam mendukung msiatif kebijakan Pemerintah
Daerah untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan
sosial di Kabupaten Kebumen. Kensep ini sering dikenal dengan
istilah “tanggung jawab sosal perusahaan” {Corporgie Sociai
Respornsibility - C3R).

Dagar Hukum

CGuna memberikan landasan  yuridis, ada beberapa
kekhususan yang dijadikan  dasar dalam  menginisiasi
penbentukan rancangan Peraturan Daerah ini, diantaranya ;

1. Pasal I8 ayat (58] Undang-Undang Dasar Negura Kepublik

Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 19 Tehun 2003 tentang Badan Usaha

hilik Negara.
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Maodal.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas.

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

&, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Fengelolaan Lingkungan Hidup.

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Falcir diglin.

8. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daergh, zebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomer & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintab Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang

Tangepung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Tujuan

Tujuan Rancangan Peraturan Ilaerah tentang Pengelolaan
Tangpung Jawab Scstal Perusahaan, sebagai berikut:

1. Terwujudnya komitmen Jdan kepedulian Perusahaan untuk
berpartisipasi dalam wpaya peningicatan lkesejahterazn dan
permnbatigunan Daerah;

2, Terwujudnya program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
yang terarah dan sesual dengan Kebutuhan masyaraleat dan
program pembangunan di Daerah;

3. Terwujudnya kesepakatan, koordinasi dan sinergisitas antara
Perusahaan den Petnerintah Daerah dalam perencanaan dan

pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Daerah:
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4. Melindungi perusahaan agar terhindar dari berbagal bentuk
pungutan hlar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak

berwenang dan bertanggung jawab;
5. Tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimazal.

Hadirin dan peserta Rapat Parlpurna yang koami hormaoti,

Materi muatan yang diatur
Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tangeung

jawatly Sosial Perusahaan sebagaimana terlampir, ruang lingiup
materi muatan yang akan diatur, terdiri dari 13 (tiga belas) BAB dan
2% [dua puluh sembilan) Pasal, sebagai berikut:

BAB I : KETENTUAN UMUM

BABN : MAKSUD DAN TUJUAN

EAB III : ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP
BAB IV : PENYELENGGARAAN TJSF

BABV : FORUM PENGELOLA TJSP

BAB vl : PEMBIAYAAN PENGELOLAAN TJSP

EABE VII : PERAN SERTA MASYARAKAT

BAB VIII ; PENYELESAIAN SENGKETA

BAR IX : LAPORAN PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN BIAYA
TJISP

BAB X : PENGAWASAN, PELAPORAN, PENGHARGAAN DAN
EVALUASI

BAB XT ; SANKSI
BAB XII : KETENTUAN PEREALIHAN
BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP
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Kesimpulan

Raperda ini merupakan langkah strategis dalam upaya
peningkatan pengelolaan tanggung jawab sostal perusahaan di
Kabupaten Kebumen. Dalam perumusan kebijakcan, pemerintah
daerah perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk
keberlanjutan lingkungan, kescjahteraan masyarakat, dan

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pentingnya memberikan perhatian serius terhadap tanggung
jawab perusahaan tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapt
juga smebagai investasi jangka panjang untuk pembangunan
berkelanjutan. Raperda ini menciptakan landasan hukum yang
kuat untuk mendorong perusahaan-perusahaan di Kabupaten
Kebumen agar lebih proaktif dalam melaksanakan tanggung jawab
s0gial dan linglingan.

Denpan adanya Raperda ini, diharapkan akan tercipta iklim
bisnis yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan di
Kabupaten Kebumen. Perusshaan-perusahaan diharapkan dapat
memberikan kontribusi positif bagi pembangunan sosial, ekonomi,
dan lingkungan, sehingga mampu menmgkatkan kesejahteraan

Tmasyarakat secara keseluruhan.

Penutup

Secara kescluruharn, Raperda Pengelolaan Tangpung Jawab
Perusahaan Kabupaten Kebumen menciptakan landasan hukum
¥ang solid untuk mengarahkan perusahaan-perusahaan menuju
praktile bisnis yang lekih bertangeung jawab dan berkelanjutan.
Dengan implementasi yang baik, diharapkan dapal memberikan
dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

di Kabupaten Kebumen.
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Hadirin dan segenap peserta Rapat Paripurna yang kami

hormoeti,

Demikian telah kami sampaikan Penjelasan Penguasul terhadap
Raperda [nisiatif Bapemperda DPED Kabupaten Kebumen tentang
Pengelolagn Tanggung jawab Sosial Perusahasn. Selanfutnya
kepada Pimpinen DPRED mohon kiranya untuk dapat
mengagendalan tahapan berikutnya, besar harapan kami Raperda
ini nantinya dapat disetujui menjadi Raperda inisiatif DPRD

Kabupaten Kebumer.
Akhirnya, apabila terdapat uraian kalimat atau tutur kata yang

kurang berkenan dalam penyampaian penjelasan ini, kami atas
nama Bapemperda DFRD Kabupaten Kebumen rmmaupun secara
pribadi, menyampaikan permchonan maaf yang setulus-tulusnya.

Atas perhatian peserta Rapat Paripurna dan tamu undangan,
tidak lupa kami atas nama Bapemperda DPFRD Kabupaten
Kebumen menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan
¥airg setinggi-tingginya, senoga bermanfaat bagi kemajuan daerah

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten

Kebumen yang kita cintai.

Billohi Taufik Wal Hidayah, Wassalaamu’alaikum
Warokhmatullaht Wabarokatui

Kebumen, 29 Januari 2024

BAFPEMPERDA

DOPFRD KABUPATEN KEBUMEN
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BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN KEBUMEN

1.
. H. GITC PRASETYO, ST {Walkil Ketua)

. Drs. MUNADI, M.3i (Sekretaris bukan Anggota)
. NOVIANDRI DWI AL HADI, S.Kom [Anggota}

. Drs. II. TONGAT

. FITRIA HANDINI, 5H
- BAMBANG SUPARJO
. BASIK

- H. MIFTAHLIL ULLUM

L I w L) T L

10,
11.
12,

13.

A BAMBANG TRISAKTIONG, 5.50g (Ketua)

H. M. NUR HAIRIYADI, SE

H. PAWIT, 5.50s

YUNIARTI WIDAYANINGSIH, SE
WAHID MULYADI, A.Md
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PENYAMPAIAN
PENJELASAN PENGUSUL

TERHADAP RAPERDA INISIATIF

BADAN PEMEBENTLUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEEUMEN

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen
Hari Senin, tanggal 29 Januari 2024

BADAN PEMBENTURAN PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
HABUPATEN KEBUMEN

Jalan Merdeksa No. 6 — Telp. [O2E7} 381775 Hebumen 54311
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PENJELASAN PENGUSUL
TERHADAP RAPERDA INISIATIF
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

. Assalaamu’alailtum Warchmatulloh Wabarokaatuh

Salam sejahtera untuk kLita semua, Syalom, Oom Swastiastu,
Namo Buddhaya, Salam kebajikan.

Yth., Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPRD, sekaligus Ketua

PR, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kabupaten

Kebumen;
Ysh. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen beserta jajarannya;

[adirin tamu undangarn yang berbahagia
arni mengajak hadirin sekalian

Untuk senaniiasa mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT,

gga Lita dapat berkumpul di Ruang Rapat

Pertama-tama perkenankan K

kepada kita semua sehin
Sidang Panpurna ini dalam rangka penyampaikan penjelasan
Pengusul terhadap Raperda
Kebumen tentang Perubahar Atas Peraturan Daerah Nomor 15

Iniziatlif Bapemperda DPRD Kabupaten

T-l':ﬂ’lLlﬂ 2017 tentang Hﬂl{ Keuangart dan Admmistrauf leplﬂan dan

Angpota Dewan perwakilan Rakyat Daerahh Kabupaten Kebumen

dalam keadaan sehat wal afiat tarpa kurang suatu apapur.
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Dalam kesempatan  ind, perkenankan kami atas-nama
Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen mengncapkan terima

kasih kepada :
Pertamea, Sandara Pimpinan Rapat dan sekaligus Pimpinan

DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada Bapemperda
DPRD Kabupaten Kebumen, untuk menyampaikan Penjelasan

Petigiisut terhadap Raperda Inisiatif Bapemperda DPRD Kabupaten

Kebumen tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratf Fimpinan dan
Anggoia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumnen,

di mimbar yang terhormat ini.
Kedua, kepada Unsur Pimpinan dann semua anggots

Bapernperda DPRD Kabupatern Kebumen vang telah menvampailkan

saran dan pendapatnya.
Ketiga, Kepada Para Kepaila Organizasi Peranglkat Daerah

terkait dan berbagal pihak yang ielah menyampailkan saran dan

nendapatnya sehingga raperda ini dapat disusun untuk selanjutnya

alkan dibahas bersama.

Keempat, kepada gekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan

jajarannya yang telah membantu memfasilitasi rapat Bapemperda

DPRED Kabupaten Kebumeil.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami
hormati,
Selanjutnya kami sampaikan penjelasan pengusul terhadap
Raperda [nisiatif Bapemperda DFRD Kabupaten Kebumen tentang
Porubshan Atas Peraturan Daecrah Nomor 15 Tahun 2017 tentang

Hak Keuvangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

orpdCULUKATL FEFUNIANZ-UNAANgan | Lembaran



i Perwakilan Reakyat Daerab Kabupaten Kebumen, Kabupaten
| Kebumen, sebagai berikut :
|
Pendahuluan
i Berdasarkan Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang
. Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan FRakyat Daerah [(DPRD)
:i herkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dasrah
i yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan
.- Petmerintahan vang diserahkan kepada daerah.
’ Salah satu kunci keberhasilan DPFRD dalam melalisanalken
| Rungsi, rugas dan kewenangan tidak terlepas dari sumber daya
' Manusia pimpinan Jdan anggota DPRD. Pencapaian peningkatkan
| kinerja DPRD harus didukung dengan adanya keerdinasi yatig baik
-' antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang
' baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satil sama lain.
Peningkatan Kkinerja pimpinan dan anggota DPRD dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pola keseimbangan
! pengelolaan pemerintahan daerah tentunya hars didulung dengan
i kesejahteraan yang memadai. Salah satu upaya untuk memberikan
¥ kesejahteraan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
I 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Raloyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
" Daerah, khususnya dalam ketentuan yang menjelaskan hak-hak
f angpota DPRD, dimana disebutkan bahwa anggota DPRD memiliki
P hak keuangan dan administratif. Selanjutnya ketentuan lebih lanfut
| mMengenai hak keuangan dan administratif ini diatur dalam
. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

CEINDENTUKAN  FeTundang-undangan |LetriDaran



dan Adminjistratif Pimmpinan dan Anggota Dewan Perwaldian Raloyat

Daerah.

Adanya perubghan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun
2017 dengan Peruturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentunya perlu ditindak lanjuti
derngan perubahan Perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak
Kenangan dan Administratii Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dagrah Kabupaten Kebumen.

Materi muatan perubshan yang diatur dalam Peraturan
Pemeriniah Nomor 1 Tahun 2023 tetitang Perubahan afas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Kenangan dan
Administratif Pimpinan dan Apggota Dewan Perwaldlan Rakyat
Daerah adalah rerkait dengan sinkronisasi kendaraan pergrangan
dinas yvang digunakan oleh Pimpinan DPRD, pemindah langanan
Kendaraan perorangan dinas yang tidak diperlukan bagi
Penyelenggaraan tugas pemerititahan daerah, dan pembatasan

jﬂﬂgka waktu pengﬂﬂlbﬂliﬂl’l rumah negara dan  kendaraan

Perorangan Jdinas.

Dasar Hukum
Dalam melakulan Perubahan Perda Nomor 15 Tahun 2017

fentang Hak Keuangarn dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewar Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, dasar

nukum yang nlenjadi larndasan yuridis adalah :
1. Pasal 18 avat (6 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

rerolentulan  Perundang-undangan  (Lembaran



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Idaerah-Traerah Kabupaten Dalam Lingkungan Fropmst Ljawa
Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-lndang Nomor & Tahun 20243 tentang
Penetapan Peraturan Pemenmtah Penpganti Undang-Undang
Nomoer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Lndang;
4. Peratyran Pemerintah Nomor 18 Tabun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

akilan Rakyat Daerah sehagaimana telah diubah dengan
ah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan

Perw

Peraturan Pemerint

Atas Peraturan Pemerintal NOMOT 18 Tahun 2017 tentang Hak

Kemangan dan Administratif Pimpinan dan Angpota Dewan
Perwalkilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017

teniang Hak Keuangan dan Administratif Pitnpinan dan Anggota
Dewan FPerwakilan Rakyal Daerah Kabupaten Kebumen.

Arnh Pengaturan, Dan Ruang Lingkup

Arah pengaturan dalam Perubahan Perda Nomor 15 tahun

2017 adalah perubaban kendaraan dinas jabatan dirmbah menjadi

kendarman perorangan dinas,

Petorangan dinas sesual dengen k
tndangan dan perubahan istilah dari masa baktinya diganti menjadi

pemindah tanganan kendaraan

clentuan peraturan perundang

Masa jabatannya.

svinuelldKAD  Perundang-undangan | Lerbaran



Materi muatan Peraturan Daerah tentang Perubahan
. Peraturan Daerah nomoer 15 Tahun 2017 tentang Hal Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rekyat
Daerah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut sebagai

berikur:
B Pasal Perubahan Keterangan
Pasal 1 !! Tetap
FPasal 2 .'ﬁtap
Pasal 3 T_etap
Pasal 4 [ Tetap |
Pasal 5 —Tetap
Pasal & TTetap
‘Tasal 7 Tetap .
Tasis  |Te@p ' '
Pasal 0 — | berubah Perubahan pada
ayat [2) huruf b
__ Pasal 10 T _TFtETP_
Pasal 11 - TFE&_P_ | i - B
- Pasal 12 ——[Tetap | - B
Pasai13 | Berubzh Perubahan pada

ketentuan ayat {1}, i-
ayat {3}, ayat (4],
ayat {3}, avat (6)
dan ayat (7]

. cwonilLUKED Perundang-undangan  {Lembaran



Pasgal Perubahan Keterangan

 Pasal 14 Beribah Ketentuan
kendaraan dinas
jabatan dirubah
menjadi
kendaraat
perorangan dinas

Fasal 15 Berubah Perubahan pada

i ketentuan avat (1)

[ Pasal 16 Berubah ketentuan
kendaraan dinas
jabatan dirubah
menjadi
kendaraan
perorangan dinas

Pasa 7 |Berubah Perubahan pada

: ketentuan ayat {4

e 15 |Tetap o

PB.E;ELI 19 _ El??ﬂbﬂh - Perubahan
ketentuan ayat (1)
dan ayat (2]
Fasal 20 o TTEI&P_

“Pasal 2] ‘_TEEJ___ )

 Pasal 22 Tetap

Fasal 23 |Tetap T

[y g TNy |

rerlndang-undangan

|Lembaran




| Paszal Perubahan Keterangan
Pasal 24 Tetap |
Pasal 25 Tetap |
5_l:".aLE.E!Ll 26 | Tetap
f Pasal 27 Tetap
i  Pasal 28 Tetap
| |Pasal 29 Tetap
3 Kesimpulan

asan Rapat Kerja Bapemperda,
omor 15 Tahun 2017 tentang

Menindaklanjuti hasil pembah

Maka terhadap Permturan Daerah N

- Hak Kenangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

: Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen perlu disesuaikan

tgh Nomor 1 Tahun 2023 tentang
nigh Nomor 18 Tahun 2017

'ﬂﬂﬂgﬂn Peraturan Peirerinl

Perubahan Atas Peraturan Pemerti

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga Bapemperda

mﬂtlgu silllcan adﬂ_tl}fa Pﬁrubahﬂ-ﬂ terh
an dan Administratif Pimpinan

adap Peraturan Daerah Nomor

LS Tahun 2017 tentang Hak Keuang

dan Anggota Dewan perwaldlan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen

Menjadi Raperda [nisiatif DPRD Kabupaten Kebumen.

Hadirin doan segendp peserta Rapat Paripurna yang kami
hﬂrmﬂﬁ:

Dermikian telah kami sampai
DPRD Kabupaten Kebumen tentang

kan Penjelasan Pengusul terhadap

Raperda Inisiatif Bﬂpﬂmperdﬂ

T T kel Perundang-undangan  (Lembaran



Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomeor 15 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan  Perwaldlan Rakvat Daerah Kabupaten Kebumern.
Selanjutnya kepada Pimpinan DPRD mohon kiranya untuk dapat
mengapendakan tahapan berikutnya, besar harapan kami Raperda
ini nantinya dapat disetujul menjadi Raperda inisiatf DPFRD

Kabupaten Kebumen.

Kepada segenap hadirin dan pesetia sidang Dewan yang
terhormat kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya,
Akhirnye, apabila terdapat uraian kelimaf atau tutur kata yang
kurang berkenan dalam peayampaian penjelasan ini, kami atas

nama Bapemperda DFPRD Kabupaten Kebumen maupun sccara

pribadi, menyampaikan permohonar maaf,

Billahi Taufik Wal Hidayah, Wassalemu’alaikum
Warokhmatullahi Wabarokatult

Kebumen, 29 Januari 2024

BAPEMPERDA
DFPFRD KAE UPATEN KEBUMEN

Kefua

etua
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BAPEMPERDA DPRD KARUPATEN KEBUMEN
1. FA BAMBANG TRISAKTIONO, 5.5o0s (Ketua)
. H. GITO PRASETYQ, ST (Wakil Ketua]
. Drs, MUNADI, M.Si (Sekretaris bukan Anggota)
NOVIANDRI DWI AL HADI, 8.Kom (Anggeta)
Drs, HOTONGAT
FITRIA HANDINIL, SH
BAMBANG SUPARJO
. BASIR
- H. MIFTAHUL UJLUM
10, R, M. NUR HARIYADI, SE
11, H. PAW]T, $.Scs
12. YUNIARTI WIDAYANINGSIH, SE
13. WAHID MULYADI, A.Md
14, QORIAH DWI PUSFA, 88, M.Pd
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DRAFT PENYAM DA AR

BUPATI KEBUMEN
PROVINS! JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KARBUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ..

TENTANG

PELESTARIAN DAN PEMAJUAN BUDAYA LOKAL

DEMGAN EAHMAT TUHAN wANG MAHA ESA

BLIPAT] KEBUMEN,

a, bahwa kebudayaan Yang beragsal dari  wilayah
Kabupatelt Kebe el merupakan  bagian dari
kelkayvaall pudaye bangsa zabagal wujud pernikiran
dar peﬁlaku kehidupan manusia vang penting artinya
bagi pernahaman darl pengembangan sejarah, itmu
pengetahual, dan kebudayaan dalam kehidupan
permasyarakat, herbangsa, dan bernegara sehingga
perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rtangka
metnajukan Lebudayaan deerah untulk  schesar
hesarnya KE makmuran masyarakat;

b, bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen hertanpggung
jawab melestarikan keberadaan budava Lokal di
Kabupalen Kebuimnetl untuk memperkokol jati din
bangsa, martabat dan menumbuhkan kebangpaan
nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan
bangsa dalam hingkai Negara Kesatuan Republik
Ipdonesia dengan tetap memperhatikan nilai kearifan

1okal Kabupatetl Kebhumen;
hahwa berdasarka Pasal 46 Undang-Undang Nomaor

5 Tahun an]7 tentang Femajuan Kebudayaan,
pemerintal Naerah  sestai  dengan  wilayah
administratimya berwenang untuk merumuskan dan
menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan;

d. bahwa berdasatrkan pertimbangan  scbagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perly
menetapkan pergturart Daerah tentang Pele steriol

Jan Pemajuan Budeaya Lokal;

Menimbang

Mengitigat 1. Pasal 18 ayat {6} Pagal 32 Undang-Undang Dasar
Megara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan D;emh-Daurah Kabupatenn Dalam
Lingkungan Propinsi Dijawa Tengah [Rerita Negars
Republik lodonesia Tahun 1950 Nomor 43);
3. Undang-Un ; : - '
g-lIndang Nomaor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Perundang-undangan [Lembaran



Hepara Republik [ndonesia Tahun 2011 Nomeor 82,

Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momat 5234 sebagaimana telah diubsh beberapa
kali terakhir dengan Undang-indang Momor 13
tahun 2022 tentang perubahan Kedua  alas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Feraturan Perundang-undanpan
fLerrtbaran Nepara Repubilik Indonesia Tahun 26022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Megara Repubilik
|ndonesia Nomeor 6301);

4. Upndang-Undang Nomor 23 Tabhun 2014 tentang
Pemnerintaban Dasrah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambsahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 587}
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
fengan Undang-Undang Momor 6 Tahun 2023
Penetapaty  Peraturam Pemerintah  Pengpganti
Lindang-Undang Momar 2 Tahun 2022 tentany
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambaliai [ embaran Negara Republik [ndonesia
Nomeor 58635}

5. Undang-Lindang Momor 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan [Lembaran Negam Republik
indonesia Tahun 2017 MNomor 104, Tambahan
Lemnharan Negara Republik Indonesia Nomar G055}

G, Peraturan Pamerintah Nomor 87 Tahun 202]
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Femajuan Budaye

[Lembararfl Negara Republik Indonasia Tahun 2021

Nomor 191, Tambahan Lembaran Nepara Republik

Indonesia Nomor 6713).

Cengan Persetu juan Bersama
AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DEWAN PEEW AWIL
damn
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :
DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN

v . PERATU
snetapkar AN BUDAYA LCHEAL.

Dalarn Peratura
1.
L

FEMAJ

BAE |
KETENTUAN UMUM

Pazall
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Kebudavaan adalah segala sesuatu Yang herkaitan dengan cipta
rakat. '

rasa, karsa, dan hasil karya masya
Kebudayaan Daerah adalah 1eselyruhan proses dan hasi interaks:
antar Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Draerah.

Pelestarian adalah upeaya untuk mempertahankan leberadaan

Kebudavaan daerabl dan  nilainya melalu perlindungan,

pengembangan dan pemanfastan.
Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan
budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tangan peradaban
dunia melalui pelindungan. pengembangar, pemanfaatan dan
pembinaan Kehudayaafl.

ga keberlanjutan kebudayaan
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Pelestarian

moroote A An o

(1)

(2} Pelestarian dar

Ruang linghkup

=l R L =

organisasi masyarakat dan/atan badan usaha yang berbentul

badan hukum atau tidak terbadan hukum.

Pasal 2

dan Pemajuan Budaya Lokal berasaskan:

toleransi;
keberagaman;
kelokalan;
lintas wilayah;
partisipabt;
manfaat;
keberlanjutar;
kebehasan berelksprest;
keterpaduan;
keeederajatan; dan
gotong royoilg.

Pagal 3

n Budaya Lokal dimaksudkan untuk

Pelestarian dat pPemajud T
memperluas pengctahuaﬂ. memperkokah jati dirl individu dan
endulung kelancarat penyclenggaraan

alam Ml
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pemerntahan
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Pemerintah Daerah melakukain pent
pendidikan untuk mencapal tijuan

Pasal &

garustamaan Budaya Lokal melalut
Pelestarian dan Pemajuan Budayz

Lokal Diaerah.
Pasal &
Belastarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah merupakan bapgian
Lokal Da«rah.
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dan Pemajuan Budaya Lokal sebagaimana

pada ayat (1) harus di
sek imuat dalam kurik im
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Keputusan Bupati.

{3) Objak Pelestarian

paB Il

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian kesatu
Tugas FPemerintah Dacrahb

Pasal 9
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Pasal 11

S .
aﬂhﬂp Orang berhak untuk:
b berekspresi;
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Kewajiban Setiap Orang
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Pasal 12
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. mendukung upay# pelestarian dan pemajuan Budaya Lokal
; Daerah;
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pasal 13
pemajuan Budaya Daerah
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pasal 15
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(4]

(1)

[2)
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a. unsur pemerintah;
L. ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek

Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah;
akadermisi; ,
pegiat Kebudayaar, dan
¢. perwalalan tokoh masyarakat.

o 1

Paszal 16

Permnajuan Budaya lLokal Daerah

Penyelenggaraarn Pelestarlan dan

mElipuﬁ;

a. perlindungan;

b. Pﬂﬂgemba.ﬂgﬂﬂj
c. pemanfaatat; dan
d. pembinaat.
Perlindungan O
Dacrah sebagaimarn
a. inventarisasi;

b. pengamanars

c. pemeliharaall
d. penyetamatarl; dan

hjek Pelestariaf dan Pemajuan Budaya Lokal
] dimakaucl pada avat (1] huruf a melliputi

dan Petnaluail Budaya Lokal

e. publikasi. _ outarian
Ezrlggr;nbaaengan | ,Ef,iikdi]ziakﬁ ui :d pada ayat {1} huruf b dilakukan
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Ohjek Pele gtarl
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z £ k
Objek  Pelestarian uﬂﬁ
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Pasal 19

Pemerintah Daerah melakulan permutakhira

1 ﬂ I

g';lgatanan dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah. data  Cbjek

ool ap _Gna_ng dapat mefakukan pemutakhiran data Orhjek

P: estarian dan Pemajual Budaya Loleal Daerah. "

O mutalkhirarn dats Ohjek Pelestanidn Jan Pemajuan Budaya Lalkeal
aerah dilakukarl SECATR perkala dan berkelanjutan- .

paragral 2
Penpgamanall

pasal 20

gamanal Objek Peleatarian dan

Pemerintah Dacrah nelakukan Fen
Lokal Daerail.
r 2 lctif dalam melakukan Pengaranan

Pemajuan Buday2
Setiap Orang dapat berPe A
pernajuaf Budaya Lolcal Daerah.
. glkaud pada ayat [1) dan ayat (2]

Cbjek Pelestarial datl
;mana dim

melakukan pengakuan

dan Pemajutan Budava

Pengamarnan =eb . |
dilakukan untuk Iﬂﬂnﬂﬂ‘gﬂ-h p-lhal-: asimg
atas kekayaarl intelektual Orhjek Pelestariarn
Lokal Daerah. _
Pengamanan OLiek an dan Pemad
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a. rpemutakhitKan data Jalain
perkald; _
i dat PerTajUarn B
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Arisan pudaya durud.

an Budaya Lokal

PeIestﬂ-"j
gigterm pendataatt Kebudayaan

dava Lokal

¢, memperjuangi® .
Lokal Dactall sebagal W
al 3
p.gmelihafﬂﬂﬁ
pasal 21

pemeliharadr’ (bjek Pelestarian

Pemerintah paeral Iﬂﬂ]ﬂkukﬂﬂ h

eralt.
dan Pemajual Bu ya Lrg:falﬂﬂzkﬁf Jalaitt rnelakul-:an Pelestariarl

berP> 1 paerah- |

Fernajuarn pudaya Lokal
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5 Budaya Lokal Daerah,
. menghidupkan dan mety 1
, jaga skosistern Ohjek Pel i
Femajuan Budaya Lokal Daerah untuk setiap ﬂbjsi?t??:i:.;jdan
. LLar

_ Kebudayaan; dan
. mewariskan Objek palestarian darnt Pem :
ajuan Buday

Daerah kepada generasi herikutniya, { udava Lokal

Pasal 22

Loka! Daerah zebagaimana

an Pudaya
diatur dalam Peraturan Bupafi.

KEtEnt_ua_n
?lﬂmmﬂn dan Pemaju
imaksud dalam Pasal 21

paragraf 4
Penyelamatal
pasal 23
(1) Permerintak DacraDd waib melakukan penyclamatan  Objek
Pelestarian dan Permajuan pudaya L okal Daerall,
if dal melakukan Penyelarnatasn
{ okal Daeral.

(2 Setiap Orang dapat herperan
Objek Pelestarian dan permajuan Budaya .
[3) Penyelamatan Ohjek pelestarian dan Pemajuar Budaya Lokal
Daerah dilakukar dengan cart
a. revitalisasi;
b. konservasi; dar
c r
. preservasl : -
(4] T Obiek pelestatian dan Pemajuan Budaya
| sz;lcﬂcl:r;;a? ﬁﬁfgamt'an?anajdimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Bupati-
paragraf 2

publikast

pasal 24

Ahuka

“] Pe - b
merintah Daerah WA gi, PENER
lnveﬂtmﬁgﬂ dan Pemajuar Buday

yang berkaitan dengd? {

dan Penyelamata?d objek peles jukan Publikas

(2 Daerah. rperan tif .-;]a_lan'ld e [?lﬁrentaﬂfaa;

| Setiap Orang dapat D€ e perkaitd’ o obiek Pelestari .
lerhadap inforrmas] ;aa o, dan Feﬂ!r’ﬂlﬂ-mataﬂ ) nan
Pe lih : :
3 Hgﬂ.‘[ﬂﬂ]‘llﬁflr pert al [}a&rﬂh -lnfﬂI‘IﬂELSj kepada publil

an Pemajuan gan menggunakan

udﬂfﬂ- EI’]}'E .
3 Publikasi dilakakae mr:;Elupliﬂnp i lwar REEE den
baik i gatam PEES
berbagai bentvk medi?-

n Fub]ikasi rerhadap informasi
atl, Pemeliharaan,
a Lokal

Fﬂﬁal 23
LA an F’ﬂngembangan Objek
| ™ ral
| paf _ |

(1) EFJ emeriptah guda}riﬂ l;lﬂgﬂmhaﬂgaﬂ Ohjck Pelestarian

lestarian 980
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lap Orang Eudﬂ}'ﬂ
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(3}

(1]

[2)

(1)

i2)

(3}

Pepgembangan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya lLokal
Daerah dilakukan deppan cara!

a. penyebarluasan;

b. pengkajian; dan

¢, pengayaan keberagaman.

Bagian Keempal
Pemanlaatan

Pasal 26

Pamnerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan
Pemanfaatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal

Daerah.
Pemanfaatan Objek FPelest

Daerah dilakukan untuk
membangun karakter bangsa,

meningkatkan ketahanan Budaya;
meningkatkan pariwigata Budaya, dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

ariari ¢an Pemajuan Budaya Lolal

S0 gw

Pasal 27

gniaatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal

Naerah untulk membangun karakter bangsa dan meningkatkan

ketahanan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)

hurui a dan huruf b dilaFuikan meilalui:

4. internalisasi nilal buda;.ra;

b, pengembangan S Inovasi;

c. pendayagunaan,

d. kolaborasi aniar budaya; dan

e, peningkatan adaptasi menghadap: perubahan.

Pernanfaatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal untuk

meningkatkat kesejahteraan masyarakal sebagaimana dimaksud
26 ayat (2] dapat dilakukan melalui pengolahan Objek

dalam Pasal

Pelestatian dan Pemajuan Budaya Lakal menjadi produk dilakukar
dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan.

Pemanfaatan Objek Pelestarian dan Femajuan Budaya Lokal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperdmbangkan
aspek:
pelestarian dan perlindungan Budaya Lolal;

peningkatat kesajahteraan masyarakat,

peningkatan ketahanan Budaya Lokal; dan

peningkatan peran aktif dan pengaruh Budaya Lokal dalam
hubungan antar daerah, nasional maupun internagional,

Pein

anmie

Pasal 28

Pemanfaatan melalui pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1) huruf ¢ dilakukan untuk memenuhi kepentingan:

memajukan Budaya Lokal Dacrah;

meningkatkan citra masyarakat,

meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
meningkatkan muty pendidikan; '
meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknolog; dan
meningkatkan citra kepariwisataan. |

=papop



Pagal 20

Ket_entuan lebih lanjut mengenal pedoman dan tata cara Pemanfaatan
Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal sebagaimana dimaksud
dalam FPasal 26 sampai dengan Pasal 28 diatur dalam Peratilran

Bupati.

(1)
(2)

(3]

(4)

(1}
(2)

Bagian Belima
Pembinigan

Pasal 30

Perperintah Dacrah melakukan Pembinaan terhadap Pelestanan

dat Pemajuan Budaya Lokal.
Parnbinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu
Sumber Daya Manusia Kebudavean, Lembaga Kebudayaan dan

Pranata Kebudayaan.
Peningkatan mutll gSumber Daya Manusia Kebudayaen, Lembaga
Kebudayaan dan Franaia Kebudayaan dapat dilakukan melalui:

a. peningkatan pendidikarn dan pelatihan di bidang Kebudayaan,
h. standarisasi dan eartifikasl Sumber Daya Manusia Kebudayaan
asesual dengan tuntunal;
¢, peningkatati kapasitas tata lelola lembaga Kebudayaan dan

pranata Kebudayaar,
d. melakukan bimbingan teknis, supervisi dan  konsultasi

dan/atau _
e, melakukan eyalyasi  dan MOnItOTINE  penyelenggaraan

Peiestarian daf Perrlajuarn Budaya Lokal Daerah,
Keteptuan lebih ilamjut mengenai Pembinasn dan tata cara
Pembinaan Pelestarian Gan Penajuan  Budaya Lokal Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayal (3 diatur dalam Peraturan
Bupali.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 31

an dan pengendalian untuk menjamin

Bupati melakukan pe ngawas :
dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah.

terselenggaranyd Pelestarian .
Ketentuan Jebih lanjut mengenal penpawasan dan pengendalian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} giatur dalam Peraturan
Bapati.

BAB Vil

pERAN SERTA MASYARAKAT

pasal 32

(1} Masyarakat berperar «eria dalam Pelestarian dan Pemajuan
Budaya Lokail Dae rah- . _

(2} Faran serta masyarakal sebagaimana dimaksud pada ayvat (1]

dilakukan oleh:

a. pETOTATGATL .
b, organisasi kemasyarakatan bidang Kebudayaan; dan/atau
o, forum Laomunikasi kebudayaan.



Pendanaan Pelest

3 '

[}F:ﬂ?nntah Daerah menyusun mekanisme teknis dal
pelibatan masyarakat serta mendorong peran aktif dan ini e
masyarakat dalam Pelestarian dan Pemajuan Eludayamﬂ?{g

Daerah.

masyarakat dalam

(1) Dalam rangka peningkatan peras serta
Pemerintah Daerah

Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal,

membentuk Dewan Kebudayaan Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan

Kebudayaan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENDANAAN

pasal 34

ian  dan Permajuan Budaya Lokal di Daerah

bersumber dari: |
dan belanja Daerah; dan/atau

A,
b,

(1)

(2]

(1)

2)

(4

anggaran pendapatdn i i
P dan tidak mengikat sesual dengan ketentuan

sumber lain yang sab
peraturan pemndaﬁg-u"ldﬂf'g&“'
BAB 1X

pPENGHARGAAN

pasal 32

rikan penghargaan yang sepadan
herkontribusi luar hiasa sesuai

apat membe
dalam Pelestarian dan

gi ataul

Pemerintah Daerah d
usinya

kepada pihak yane berpres- o
dengan prestasi +r:l;,:_{:1EL 1 Lontrib
Pemnajuan Buday2 Lokal. , beri
4 : nai tata cara pem erian penghargaan
Ketentuan lebih 1870 Jiﬂ flﬁir dalam Peraturan Bupati.

oleh Pemerintah Daerd

BgAB X
|_#£|,11-“|. NU‘F‘LN

pasal 36

ik Jawar hukum mengllm.m:urkan_

Setiap orang Jilarang 5 qan/ u ﬂlﬂngﬂ.kl!:l'ﬂtkﬂl'l tidak dapat
ghan na Pelestanian dan Pemajuan

merusak, menghila™ an

dipakainya S na G

Budaya Lo Daerﬂh- gecard melawan :r;utkum Km;]ikuknn
v ! Aall J

Sﬂtlap orang mengﬂj‘iba't:kﬂ ana ﬂt'-tlc:.tiﬂ?ra, ebudavaan

Er:?;?:a;da}rﬂgpat bermﬂgﬁél:f‘:is hukum melakukan perbuatan

Setiap Orang ¥2'2 selcal fa j) dan ayat (2) dipidana dengan

bt g di ].:sut?]m}"ﬂ 5 (tiga) bulan dan/ EIEII:]J denda paling

mar : : &

id enjara ing " 1im | ]v_-;_]utr:t rup ;

benyak I;!pn.J _nﬂﬂ.ﬂﬂﬂ'ﬂeéai'ha A B mimasa iakeuG pRceare

F‘E']H.}Il-r.sa_nﬂﬂ.ﬂ ketert nF  ngan etentudn peraturan Perundang-

(3) dilaksanaka™ ~

undangat.

T
Tl
b=t
—



BAE XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelsksapnaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling
lama 1 [sata) tahun terhitung sgjak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini muiai berlaku pada tanggal diundanghkan.
Apar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Dwmerah ini dengan menempatkannya dalam Lemharan

Daerah Kabupetet Kebumer.

Dhtetapkan di Kebuinen
Pada tanggal ...

BUPATI KEEUMEN,

ARIF SUGIYANTO

CHundangkan di Kebumen
Padga tangeal .-

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

EDT RIANTO

LEMEBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAMUN ... NOMOR



II.

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
HNOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PELESTARIAN DAN FEMAJUAN BUDAYA LORKAL

UMM
Kebudayaan daerah o Kabupaten Kebumen merupakan
bagian deri budaya bangsa [ndonesia dan selalious sebapai aset
nasional, Tuhan vang Maha Esa telahh  menpanugeralikan
Kabupaten Kebumen kekayaan atas keberagaman suku bangsa
adat istiadat, hahasd, pengetahuarn dan teknologi lokal, rradisi.
kearifan lokal, dan seni. Keberapamarl terscbut merupaka]-;
warisan budaya bangsd permilai luhur yang membentilk identitas
masyarakat [abupaten ~Kebumen #i  tengah  dinamika
perkembangan spsia) budaya masyarakat.
Kebudayaatl Daerah  Kabupaten Kebumen  adalah
aksi antar-kebudayaan yang

keseluruhan proses dan hasil inter
hidup dan herketn . Kabupaten Kebumen. Perkembangan
inamis, ¥

tergebut bersifat d ang ditandai oleh sdanya interalsi
antar-kehudayaan baik di dagrah mailpun dengan budava lain
dari luar deerah dalarm proses dinamika perubahan sosial budaya
masyarakat. Daam konteks tersebut, masyarakat Kabupaten
Kebumen meigh serbapgal masalall, tAnTaIgar, dan peluang
dalam memajukan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kehumen
Maka diperluk_a_ﬂ langkatl strategis berupa Upaya Eelesmj an
’ Daerah melalui Pelindungan,

] - - 1
dan pan Buday? Lavkea _
Fema] pemanfaatam, dan Pembinaan guna mewujudkan

Pengembangall: : _
:ﬂﬂsﬁfara_kat Kabupatern Kebumen sesuai  dengan visi-misi
pembangunarnl Kabupated Kebumen yang telah ditetapkan.

Pemajuan Kebudayaan terscbut

tegis Derlpa uEﬂ}’E '
Langkah stra L sebagal investasi untuk membangun masa

h dipandang
d:}:}ﬁ d;.ﬂeradabaﬂ masyarakat Kabupaten Kebumen, bukan

schagai beban Diaye:

oiha Pelestarian can Pemajuan Budaya Lokal

. erlukan payuns hukum yang memadai sebaga;

pedoman dalam pelestartan dan Pemajua Budaya Lokal Dacrah
juruh dan terpadu sehinBga perlu disusun Peraturan

alestarian dan Pemajuan Budaya Lokal.

pasal. DEMI pASAL

Pasal I
Cukupp jelas:
Pasal 2
Huru&f: a Jimaksud dengan “asas roderanst” adalah bahwa
P:lr-;gsta.l'i qan Pemajual Budava Lokal dilandasi
g menghargal fan menghormati,

b o L]
Hurul Jimaksud et gan “asas kebersamacn” adalah
baliwa pelestarian _dan Pemajuwan  Hudeya  Lokal
emelihara perbedaan suku bangsa, ras
L]

Engﬂl{ﬂj dan m
m kﬂpﬁl’fﬂ.}rﬂ.ﬂll.



Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “asas kelokalan” adalah bahwa

Feltatarign Aan Petnajuan Budaya Lakal memperhatikan
karakteristik sumber daya alam, ekosistem, Kondisi
geografis, hudaya masyarakat setempat dan ki:.‘arifa.n

[okal.

Hurufd
Yang dimaksud dengan “asas lintas wilayah”® adalah
Pemajuan FBudaya Eokal

hahwa Pelestarfan dan
memperhatikan dinamika budaya local tanpa dibatasi

oleh batas administrasi.

Huruf &
vang dimaksud dengail rasas partisipaty” adalah bahwa
Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal dilakulan
dengan melibatian peran aktif Setiap Orang baik secara
langsung maupin tidal Iangsung.

Huruff
Yang dimaksud dengan “gaes manfizai” adalah bahwa
Paleatariat dan Pemajuan Budaye Leokal berotrientasi

ea depan sehingga dapat memberikan

pada irnvestasi ma . _
marnfaat yamg pptitma bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g
imaksud dengarl “ngns keberlanfutan” adalah

Yang d .
pahwa Pelestanan dan Pemajuan  Budaya Lokal
dilaksanakan yECATH sistermnalis, terencana,

rlangsUng ferls-TNENerus

harkesinambungar dan be _
dengarn mmemastikarn terjadi tegenerasi Sumber Daya
pudayaan dan memperhatikan kepentingan

Manusia Ke
genarasi yansg akarn datang
Huruf h . o
r aksud dengar nsas berelspresi®adalah bahwa
Permajuan Budaya Lakal

vang di :
upaya Pelestariall da.ﬂ .
kehebasan individual atau kelompok dalam

menjamir : .
ridalk bertentengan dengan peraturan  perundang-
undangan
Hurufi . " )
Yang di_m,ﬂjf.ﬁ'l.ld denganl “asds eterpaduan” Yang
s keterpaduan” adalah bahwa

.makqud deﬂgﬂ_ﬂ "EHE .
di n dilaksanakan secara terhubung

At I{EbUdMﬂ‘a - .
Penard Jinasi Hntas scktor, lintas wilayah, dan iintas

an “asns kKesedergjatan” adalah
jat1 dan Pemajuan Budava Lokal

Pelestatl
lan yang sama dalam tnasyarakat

dayaatt yang beragam.

Huruf ]

‘;’é]mg dimal{sud deng
pabva upayad
menjami kedudu
yang mermiliki Kebu

Huruf k
e o temud dEngAn
yang dma z pelestarian

“geos gotong royong” adalan
dann Pemajuan Budava Lokal

wa upey )
gﬁﬂk:mmﬁ{aﬂ Jengan semangal keria bersama vHTIg
tujus.
Pasal 3 .
Cukup jelas.
pasal 4

Cukup jelas.




an i

aml:i;{];l:istrateg yang dilakukan secara rasional dan sigtemati
aevaluasi FE;TF‘E;}:I‘ aan, pelaksanaan, pemantavan 4 :
memperhatikau an - seita rangkaian  program e
n peritndungan, pengermbangan ptmanfaﬁng
! ATl

dan pembinaan lebudayaan.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pazal ¥
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “ompetenst adalaly ringkat
pengul.asaan pmtahuan, keterampilan dan/ ata
keahlian serta sikap yang relevan dalatn suatu bida N
Yang dimaksud dengan “kredibilitas® adalah kua_lljlg-
kapainlitas atau kekoalan untuk mcniml:u;ﬁaﬁ’
Kepercayadr vang diukur dari pencapalan seaeuraan
dalam suail bidang. ie

Ayat [2)
Hurul a
Cukup jelas

Huruf b
cuiaup jelas

Hurufc

Culkup jelas
Huraf d

cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat ()
cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1]
Huruf a stradist lisant’ adalsh
gecard  turit-temurun

vang QM e

ang diwariskan

mas}farakﬂts amtara lain segjarah  lizan
. pantun dan cenite rakyat. '

Hu Tuf b w -
dima.ksud dengar rn_ﬂnuskﬂp' adalah naskah
scgalﬂ T'_t'lfﬂI'Iﬂ]ﬂ?-SlI; :r_a.r'-gd terkandunpg di
. yAng mmernilikl 11 ai budaya dan aejarah
dala.mm:iln Fserat, babad, pikayat dan kitab. :
icC " o
Hurd djmakﬁud dengan adézi isttadut” adatah
: . i Lan pada nilai tertetit d
aarn ¥ didasar 1 dan
e
!gnFl‘US Jan diwarnskan k::pq_at:la gETErasi
E rik-utrljr’ﬂ: antara lain tata Kelola lingkungan dan
tata CAT2 nyelesaiafl sengkets:
sud dergan sritus” adalah tata cara
LpAcATa atall  kegiatan o yang



didasarkan pada nilai tertentu
dan di
zfiﬁpﬁk masyarakat seCaATR lerusdﬂmajnlt:ﬁn en
skart pada generasl berikutnya a.nt;eu‘E el
berbagal perayaarn, peringatan kelahi;‘a_n i,
Eer};ﬂwmaﬂ, Upacara Lkematian Llﬂ;jupa_cara
epercayaatt beserta perlengkapannya. izl

Huruf &
gan *pengeiahuan Lokal” adalah

yang dimaksud den
gasarn dalam magyaralat, vang

sejuruh ide dan g2
mengandunig njlai-nilai  setempat sebagai hasil
i

pengalaman nyata dalam beri .
lingkungan, dikembangkan secgrgteéaiﬁ_mi;ngan
dan diwariskan pada  generasi hErikutir}lﬁ
Pengetahuan Lokal antara lain kerajinarn, busasrl;'
metode pﬂﬂj"&l‘latﬂ.ﬂ, jamu, makanan dan minum 1
Lokal, sertd pmgetahuaﬂ dan kebiasaan PE:“iIaEE

mengenai alat gemesia.

Huruf f
Yang dimaksud dengarn sspkonologi Lokall adal
ke-s.eluruhan sarand untuk menyediakan barana-
harang a2 catra  ¥atlE diperlukan  bagi
lelangsungal atau kenyamenan hidup manusia
dalam hantuk produk, jemnahiran dan keterampilat
masyarai-zat sebagal hasil pengalamarl nvata dalam
beﬁnteraksi dengan lingkungan, dikembangkan
g-mencris datl 'd..:i."‘«'-'ﬂ'l'iﬂkg_n lepuda
gi Lokal antara lain

Eﬂﬂﬂ.l’ﬂ- el ;
ge:-mrasi gelanjutnyd: Telknold
arsitekturs perkakas pﬁngqlahaﬂ sawah, alat
transpu::rtasi dan sistetl {rigasl.

sgeni® adalab clkapresi

Aurl 2 g dimakend ekt
artist dividLs roektif atau komunal Fane
perbasis waris hudays mmaupun berbasis
: enciptaalt ru vang terwujud daiam
Latan dan/atau mmedilim. Seni

- Rentu ) . -
1cErl, ¥eT rupa, Senl sasira

bagal
perbagal "¢ L pertuniies "
iri Lo 18.
fiim, seni 2
Jengan v Bahosd adalah sarana
i ik berhentuk lis:
I{Gﬂluﬂlkﬂ‘ 1uﬂﬂuﬂ t nggﬂ:] dalam bentuk
. maup o dan Bahasa Daerah.

mean rakyat adalah

ud Jengan per .
A i yang didasarkarn pada nilal
berhﬂgal P'E d']a_kllkﬂ-ﬂ ofeh kﬂ]m’npﬂi{ mazyvaralkat
an O rus dan dngriskan pada grreras

Ljuafn unotuk mentghibur din.
congklak, gasing

cars hertu)

1 sodat
at1 A plahragid Lokal® adalah
.L-itaiﬂng' dan/atad menl:_ﬂl VAOE
aktiVivt enyehal an diri, peningkatan
da nilai tettentu

berbﬂgﬂi K !
: untd didasm‘kﬂ-ﬂ pa
ara terus-MEenCcrus,

u
perttts o rububs ;
as}ra_]’akﬂ . . :
s hEI'lkuth"a’ atfitara 18in



seni bela dird, pasola, lompat batu dan delus
Ayat (2} o
Cukup jelas
Avat {3]
_ Cukup jelas
: Paszal O
: Cukunp jelas.
Pasal 10
Culup jelas.
Pasal 11

Huruf a
Cukup jelas

B Huruf i
N Cukup jelas
Hurut' e
| Cukup jelas
§ Hururd
N Culkup jelas

| Huruf e
Yang dimaksud dengan “saranc dan prasdarana

' kebudayaean” adalah fasilitas penunjang
tersalenggaranya aktivitas kKebudayaan, antara lain
museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop
publik, perpustakaan, taman kota, kebun rava,

| gelanggang dan taman budaya.
! Huruf {
I

Culkup jelas

|- Paszal 12

Cukup jelas.
Fasal 13

Cukup felas
Pasgal 14
| Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 16
Avat (1]
Cukugp jelas
Avat (2

Huruf a
Yang dimaksud dengan “inventarizasi® adalah

pencatatarn ?tau pengumpulan data Kebudayaan
Daerah. ]'J! dalamnya  tercakup  pembuaian
dokumentasi kekayaan Kelwdayaan Daerah.

Huruf b
Cukup jelas

Hurufl ¢
Culup jelas

Huruf d

Cukup jelas
Huruf £

Cukup jelas

Ayat [3]
Huruf a
Penyebarluasan dilalmkan melalul diserminasi dan

diaspora. Discminasi dilakukan, antara lain melalui
penyebaran nilat-nilai budaya ke luar negen,




pgrtul-:arfm budava, pameran dan festival. Biaspor:
dilakukan, antara lain, melzlui penyebaran ﬁ{d
budaya dan identitas budaya ke luar negeri e
Huruf b |
Pengkajian dilakukan baik melalui penelitian ilmiah
MALpUn metode kajian Lokal umtuk menggali
kernbali nilai keartfan lokal untuk pengemhbangan
Kebudayaan masa depan.
Hurufc
Pengavaan lkeberagamarn dilakeukan, antara lain
melalui  penggabungan  budaya {asimilasi]r
penyesualan budaya sesuai dengan konteks :ruaﬂg‘
dan waktu {adaptasi), penciptaan kreasi baru atau
kreasi  hasil dan petigembangan  budaye
webelutnnya (inovasi), dan penyerapan budaya asing
menjadi bagian dart budava Indonesia (akuiturasij.

Ayat (4
Cukep je las.
Pasal 17
Ayal (1]
Hurul a
Yang dimaksud  dengan “oencatatan dan
Peﬂduj.:umenmsimt" adalah upara merekam untuk
men ggsmbarkaﬂ keadaan Objek Pelestarian dan
PEH'.IE_IIUE'.I" Budavya Lokal baik wujud hsik maupun
arti snsiainya dengan Lujuan urituk
mengidﬂﬂtiﬁk agi Ohjek Pelestanian dan Pemajuan
Bu;_:[a}-'a LG']':'.H!
Hurufl
Cukup jelas
Huruf € _
Cukup jelas
Avat {2) .
Cukup jelas
Pagal 18
Ayat (1] .
Cukut jelas
Avat {’Ea!ng yimaksud Jengan "memfasilitasi’ adalah segala
Jukungan, herupa dana alau sumber daya lannya,
ang diber untuk memudahkan Setiap Orang
ilalaﬂ'l melakulkan pencatatan dan
pe dok arneniasian, eesual dengan kemamipuan
penangan HeEArs:
Ayat (3] _
Cukup ielas
Pasal 19
cukup jelas.
Pagal 20
Ayat (1) _
Cukup jelas
Ayat (2] .
Cukup relas
3 . )
Arst *E’aﬁng gimaksud dengan ‘piak asing’ adalah wargs
hadan hukum asig,

regara asing, arganisasl asing,



korporasl asing, i
Avat (4 T Ing, a&tal Negara asing.
Cukup jclas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas
Pagal 23
Avat [1]
Cukup jelas
Ayat (2]
Cukup jelas
Avat 3
Huruf a
Yang dimaksud dengan drepitalisast  adalah
menghidupkatl Kembali Ohjek Pelestarian dan
dava Lokal vang telah atau hamper

Pemajuan Bu
punah- Revitalizasi dilakukan dengan cara:
a. Menggali atau mempelajari Kembali berbagai

Jata Obyek Pelegtarian dan Pemajuan Budaya

Lokal yang telah atau hampef punah, Er'aﬁg

rerdapat di dalam maupun diluar negeri;

L. Mewujudkan Kemball Chjek Felestarian dan
pemajuan Budays Lokal yang telah atau hamper

punalt; .
s Mendorong I{cmbay pengglinaan  Objek
Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal.

Hurul b u
d-ma_kﬁud dengarn konservasr  adalah
suan budaya Lokal dilakukan

dengat P€ 4 lgehilangan substansi, i8i dan rah.

N ‘nreservast  adalah

ul ¢ |
al tanpa merubah bentulc

pemajuan Budaya Lok

Avat (4 ,
Cukup jelas
Pasal 24

Avat (1] ]
Cukup jelas
Ayat (2) ,
Cukup jetas

o yang digunakart untuk  publikast

Gentuk ﬂﬂ; den gﬂ*ﬂ aasaran dan Bjuan publikasi,

Avat {3 P Jilatulkar melalui digeminas dun
. dilakukan, antara lain,

]
]::En!,.rebal‘ na .
diasli'ﬂ"a DIEEI:I n nilaj-n:i]ﬂl pudaya ke luar
melaIUi Eﬂ!{{ o budaya, pAImeran, dan festival.



dilakukan, antara lain, melalui

Diaspora
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pemb SSLP- o
Fnru;in;&gig Fsr;?atgagﬂﬂna i Jesud pada ayat (1) terdinl Aar Uhsur
Perusﬂhﬁ‘;ﬂ dan unsy’ Fﬂrnarinwh Dasral- s |
dan peity lenggaradtt prograt LP diatur lebih

iuﬁ_““aﬂ. Leangee .
njut dalam peraturar BupaH-

pasal 13
. d ra.l']g'.kﬂ euyuﬁunan prograln TJSLF
4 5ilitas Al 12 ayat ()
at [1p berupa penyarmpaian

Bupatj membetika
3ebagaimana qimaksud 4o
dirm an Daerel kepad

Fasilitasi :
asl cehagaimand P
Program skala prioritas Pﬂmﬁiﬁ; pigheegs
P L I::ag;aimanﬂ din‘&akgu
° aal egiataniys

Forum 1JSLF menyus
Prioritas pe mbatl an e pe
wajib mgn}.rmpaikaﬂ T"EII:Eﬂ mﬂn}-glenggarﬂkﬂﬂ urusan
melply; Perangkal rygeralty
4 hidang Sesial

pasal 14

a Forum TJSLP.
perdasarkan program skala
d pada ayat [2) dan
kepada Bupati
pemerintahan

Perusahaan vang

“;:111 TJSLP men *
Ar .
elakylkan Snzaﬂi]va i Daerah.

1.7 A1
lﬁl-fuﬂg mengen!

Menjalankatl Y







B,

A

Hy

i
)

;H}

o

(2

{3)

(1]

{2]

Melayani dan memfasilitasi Perusahaan yang memilild  kewajiban
danfatau dapat melaksanakan TJSLP untuk mengaktuajiga;ﬂm
tanggung jawah sosial Perusahaan dan Hngkungannya,

Mendata, mencatat, mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh
kegiatan TJSLF yang dilalkukan,; datt

Memfasilitasi pemberian penghargaan terhadap Perusahaan yang telah
menjalankan TJSLP secara tyatd dan efektif, serta memberikan
kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pazal 13

Forum TJSLF memiliki tugas sebagai berikut:

Mengkoordinasikar Program DErencanaan dan pelaksanaan dalam
pendistribusian dana TJ3 LP di Dacrah kepada Pemerintah Daerah, DFRD

dan Perusahaan pernbayar TJSLP;
Melakukan monitoring dan cvaleasi penyelenggaraan dari pelaksanaan

TJSLF di Daerah;

Melaltaanakan pelaporad program/kegiatan  dalam  rangka

penyvelenpgaraan TJSLP di Daerah kepada Pemenntah Daerah, DERD

serta Perusahaan pembayar;

Meiakukan verifikasi ke setiap Perusahaan untult memastikan

pelaksanaan TJSLP sesuai dengan pererea” aan yang telah disepakati,
2n TJSLF sebagaimana dimaksud pada ayat

Laporan peﬂangguﬂgiﬂ‘-“ﬂb
(3] dibuat dalam benituk laporan eerrnester dan laporan tahunan

Fasal 16

Setiap Perusahaan yang berbadan hukum wajity menjadi anggota [orum
TJSLEP, , o
Peryugahaan &b zaimana yang dimnaksud _pada avat (1] meliputi:
a Porusahaan yang izin usahanya diterbitican aleh Pemerintah Daerah;

danfatau .
b. Anai cabang, wit pelaksana Perusahaan yang berada di Daerall

I . 1k melaliﬂﬂ"akﬂ“ ken-ajmﬂ__n gebagaimana dirmaksud

Perusahaah yang tid rom paelalui media masa.

pada ayat {1) akan dipublikasi

k Sekretariaf Forum TJSLFP uniuk

inbentu
Daerah I0® SLP sebagaimana dinaksud

Pemerintah
kelancaran peleksar

dalam pasal 15, _
Dambentukan sekretariat Forum TJ3

ayat (1) dilalkulkan Glt&lh_Fﬁra.tlgka:;JD
Urusan pemerin an dj bidang Sos1a- . o s
m TJSLP sebaga_lmana dimaksud pada aya () di

Sekretarat Foru oAt
tetaphan dengan Keputusan upaltl.

LP sebagaimana dimaksud pada
aerah yang menyelenggarakan

pasal 18
dapat mengajukan

h Hecatnatan
P dengan rembusan

Permerinta
day1/ata ! laksana TJSL

Pemerintah [€5a
usylan program TJSLF kepada {orum pe
Bupati.

Tata pengaAjual persyaratar
dimaksud pade avat [I] diatur

dan pelaksanaan TJSLP sebagaimand
Jdalam Peraturarn Bupat.




)
Iczr

{1)

{2)

BAB VI
PEMBIAYAAN PENGELOLAAN TJSLP

Pasal 19

Pernbiavaat penyeienggaraan TJSLP dialokasikan dan sebzgian
keuntungan bersth setelah pajak dalam tahun berjalan atau dari

anpgaran yang telah ditentukan oleh Perusahaan,
Setiap Perusahaan yang melanpgar ketentuan sebagaimana dimaksid

pada ayat (1) dikenai sanksi sdministrasi herupa:
4. teguran lisan;

b. teguran tertulis

. pemberhentian sernentara;

d. pemberhentian; dan

e, pencabutan iZIr;
Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara dan mekanisme pengenaan

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Bupatl.
BaB VIII
PERAM SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

Masvarakat dapat BETRErar gerta dalam penyelenggaraan  prograim

TJSLP, _
Poram  serta masyarakat Schagaimana dimaksud pada eyat (1)
diwujudican dalam bentuk:

dan masukan dalam proses penyusuDan

a. penyampaian usulan, sarart Lt
imaksud dalam pasal 13 ayat [1);

prograim TJSLE sebagalmana d .
b, pengaduan terhadap pelalsanaar TJSLP yang tidak sesuai dengan
tan vang telah ditetapkan; dan

program dan/atad kegia
¢, pengaduan dizampaikan ke Forum TJSLE.

BAB IX
pENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 21

cta dalam pelaksanadn program TJSLE,

Dalam hal terjadi sengh
dilakoulkan pﬁﬂ}fEi.EsaiE.ﬂ secara musyawarah mmufalkat.

Nalam hal pEﬂj."E]ﬂB-H-iBﬂ sengketn gebagaimana dimaksud pada ayat (1]
ridak tercapai maka para pihak dapat menempuh upaya penvelesaian
sengketa dilaar pengadilarn fnon litigasi) dengan melibatlean mediator.

BAE X
LAPORAN FEHGGUNMH DAN PENGELOLAAN BIAYA TJSLP

Pasal 22

rnasyarakat yang me mperaleh dana TJSLE

kelompok
kepada

Setiap individu atau
Eliwaj?hkan untuk menyerahkan laporan periggunaan dana

Farum TJSLP-
Lelompok masyarakat ¥

Sptipp individu atau 1
].El.pﬂt‘g_ﬂ sebagalmani dimaksud pada avat {1
memperoleh dana TJSLE.

ang tidak menyerahian
ridak dapat lag



;J{G:I Forum TJSLP diwajibkan

»

._.|

| i

ﬁupgu melakukan pengawasan &
Iﬂff’]},lﬂmin agar pelak
‘efisien gesual dengan program

K
: 2l
|

(1}
{2}

[4)

15

(1)

(3

untuk menyerahlkan laporan  Dberupa
sun program,  penghimpunan Jar
dan tahunnya kepada Pemerintah
yerahkan dana TJSLE.

pendapatan Perusahaan peo¥u
Eﬂndismbusian data setiap SermEsLEr
aeraty, DPRD dan Perusahaan yang men

RAB XI
PENGAWASAN, PELAPORAN, PENGHARGAAN DAN EVALLUIASI

Pagal 23

5 pelaksannall program TJSLE untulk
sanaan prograim TJSLF berjalan Secars efektil dan
yang telah disepakati.

dimaksud pada ayat (1), dilakukarn melahii

Pengawagan sehagaimana
aksanaan prograr TJSL.

kegiatan permnantauartt di lokasl pel : :
Dalam melakukan pﬂngawasaﬂ yebagaimana Adimaksud pada ayac (1)
Tim Pengawas TJSLE.

Bupati dapat membentuk .
bagaimana dimaksud pada ayat (3] ditetapkan

LA

Timi Pengawas TJSLF 56 )
dﬂﬂgﬂ_ﬂ Keputu qatl Bupati_ }?a_r_l_g keanggﬂtﬂﬂ.ﬂﬂ}'a t&rdlﬂ =tds UNAUT:
a. masyvarakat;
b. SKPD terkait; dan
¢. akademisi.
pasal 24

Perusabaan m&mbuat laporall pelaksm‘laaﬂ pProgratil TJSLF yvang herisi;
2. realisasi capaian K€D Pflﬂkﬁaﬂﬂm}rgﬁ?m TISLE;
b. realisasi penggunad’ biaya program !

: upaya pemecahanﬂ}ra, atl

c. kendala yang dihadap dan
d. rencana tindak Janjut.
L]ap‘jl'ﬁﬂ pelakganaal prograf TJBLP P
oleh masyarakat umuri. - . naksud pada & at [2] dilakuk
Pe eh jmani dimaxsy F ¥ ilakukan
aeézkmm&w pﬂlapu;? Sm:ﬁlaﬂ jaksanaan Proprat TJSLP dan

taha : .
ﬂiaerahka_i ke pda Forurt TJSLF untuk dlﬁa}uami aimmana di
St B soahaan ¥a7 elanagar KO yagaimens dimaksud
Pﬂdaivat {1} dikenead sankst admt istrasi DTV
a. teguran lisat:
b. teguran tertuis:
C. pEthrhﬂﬂtiEIl
d. pemberhentiar: dar ;
e. pencabutal igIn i cara dan
KetEII:tu;;m lebi jut menge ;_f; ;?Itx?aksud pad
sanksi administrat
Peraruran Bupat!-

pasal 29

ersifat rerbuka dan dapat diakses

makanisme DENgenaan
g ayat (4] diatur depgan

| grgaan kepada Perusahaan yang telah
heti PEFE T menerus dengan hasil back

Pemenntab Daerd a Lapkan

mel To8F R lah ditelaP '

dana;ﬂaﬁkdtnnp rograt YO8 (g pada 2! [1) dapat BErUpa:
mf sertifikath

Pe sehagd! -
nghargaan ortulis [piag?
5a; atad L.
o fasilitas e

a. pengharg2a® o ja ma
an di medi {2t

L. pen murm
c. pemg‘;nit‘iﬂ-” lwmLmﬂ-lmq—ﬂh pacralt
LewenanBal Femﬁﬂﬂw

h et
111

tentu yang Tienjadi



hentuk penghargaan, tata cars
pan Perusahaan yang berhak

'A] Ketentuan lebih lanjut mengenal
aksud pada ayat (1] diatur

! Enﬂaila.n, hentuk penghargaan dan pencta
0 enerima penghargaan sebagaimena dim
. engan Peraturan Bupati.

KETENTUAN PERALIHAN

I
- : Pasal 26

1
| i;”riﬁm TJSLF di Daerah yang telah dilaksanakan aebelum berlakunya
Irﬂan uramn Daerah ind sepanjang tidak bertentangat dinyatakan tetap berlalu
sl wajib menyesualkan pengatlll'ﬂﬂn_‘r’ﬂ perdasarkan Peraturan Daerah in:
ing lambat 6 (enam| pulan sejak Peraturan Daerah i diundanglkan.
pab Xill
| K ETENTUAN PENUTUF

|

; Pasal 27

5 ,PEratul‘En Pelaksanaan dan peraturarn Daerah ini harus ditetapken pahing
pasal 28

aku pada tar | diundangkan.
pintankat Fl(-‘ﬂgut'ldangaﬂ Faratiran

i E‘Eg;aturan Daerah 1 Fme
! I setiap orang men etabdinyer
' | D'E-Erﬂj"l inpi éﬂﬂgﬂn pgﬂﬁmpataﬂﬁ}'ﬂ dalam Lembaran Daerah HKabupaten
. Kebumen.

Ditetaplkan di Kebumen

Fada eanppal -

RBUPATI KEBUMEN,

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumer
Pada tanpgal -

AERAH

SEKRETARIS D
BUMEN,

KARUPATEN KE

L NOMOE ..




Yy

PENJELASAN

ATAS

.
|
N RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATE

NOMOR ... TAHUN ... N KEBUMER

|
TENTANG

PENGELOLAAN TANGGU NG JAWAB S03[AL PERUSAHAAN

;ﬁ UMUM
Berdasarkan pasal 7% Undang-U
s, Perusaha

ndang Nomer 40 Tahun 2007
an vang menjalantarn kepiatan

2
g tentang Perusahaan Terbala
Jatall berkaitan dengan sumber daya alam wajib

usahanya di bidang daq
- a
. mengalokasiken dana yang

| yang Eﬂlﬂkﬂal:lﬂﬂl'lﬂ}-’ﬂ dilakutan u:!eng,a.ﬂ
! TI:EEhWﬂJlbﬁII- [ samping it spsuai Fa
un 2007 tentans Pepanaman

y E’mﬂﬂaﬂl modal di Indenes
erisahiaan, m&nghﬂﬂﬂaﬁ tradisi budaya m
kegiatan usaha penanamat modal dan mEw

|
peraturan peru ndang
Tﬂllg.gungjawab Sosial Perusahaatt
Cﬂfpﬂfﬂfe Soctal Eespans*r'bitity atal yang
Istilah tersebut telah wmum dikenal
Jawab Sosgial dan ingkungal perusahaan [T
a Fe gnhaatl memutuskan ut

kotisep dengan man :
I'Eﬁpa‘j-ﬂ masyarakat agar kEhldU.pa_lﬂrI}fa
.hngk‘-'ﬂg&ln tetap terjag? =erta ridak di TUSEs
Ini sedang mencar Lonsepst tentang nilat-

un lokal untuk

berbagai p-emi]-r_irﬂﬂ
mengakui prinsip be ha
merujuk konsep rJSLP sebagd!
peranatt P
kegiatan-kegl

plobal maup -
ﬂg]Eﬁ?-’Elh 0=l

' EI-E-I.I'

entirtg  dalam

“;{Enggeraksn o
ekonomi pada jchususny -
r nean paik YBNE =
nya dené dan kemakmu

melakukan {ungs
tkar i ﬁ’ila}’ﬂh Kabupa

n
ungalt | dalam pengelol
jelas.

perhasil gU

untuyk meningka
kelegtarian b

perlu dilakukan ke
TiH.-

leawen
g dan

wah sosial dann lnpgkungan dengan

o melaksanalian tanggung

memperhatikan kepatutan |
, e

15 Lindang-Undang Nomaor 3-];
. Medal FANE mewajibkan sehap
ia melaksanakatl langgung jawah sosial
asyarakat sekitar lokasi
stphi semua ketentuan

. undangan-

adalah peresspan dari istilab
_kerap disingkat dengan C3R
di berbagal NEArA. T snggung
3LPt adalah sebuah
tulk berkontribus

lebih _ha_ik. dan  kandisi
al fupgslnya. [ndonesia saat
nilai itu melalui adopsi
mendorong Perusahaan

a]l secard terprogram dengan
jari identitas Perusahasn

. upaya
atan  pembangunan
Larena itu, a_g_ar Perusahaan dapat

=gumi 1ENEan PETanannya
ran masyarakat serta
tert Kebumen maka
aan TanggHnE Jawab Josial
akunrabel, berkeadilan,

Kabupaten Keburen

Perusohaan denged gun
rdaya
arlatah untuk menciptakan

herata, e cymULRL: !
tjuart

Terkait dengar
Jawab =¢
\ at) dan gE5

:‘ntang nggung e A
ubungan yans gerasi, €1
¢ seternpal

norma dan bud=a¥™ m?ﬂ;?ﬁk ?;ﬂ_n mempengarphi manajernert
Ada beberaP? |l nas TJSLP, after lain:
Pe dari mas

il FErd i .
yai dengat lingkungan, tilal,

lebih

yarakat, konsumen,
konteks globalisasi serta

mcmperhitungka“ apail bart
: hat lasm
dan dal da baan [b
n Peruszahas [business

an baik sebaga

a. kepedulian
' pnanar meod
ﬁﬁ:;lt:t;:? perﬂﬁk nsul rgkungd
f:nvirﬂnmenti; aki meningkat cehingga mempengatuhi
1 gosial qemakin i ,
b e yestas! pert g dan ]-m]s L-DEEE:I
koD ypur sebag penanam nrodat:



= mr A e .
R
r ey A

C. m '
ﬂnun_]u]dmn kesadar-a.n tEI'hEI.dE.F' ketusakan lingk
i pkungan yYang

4 fiak_ibal‘.l-:an oleh aktivita
. transparansi aktivitas biznis I
¢ : vang diba '
‘:;;;;ur;n;:i modern sCrta telenalogi kﬂmunikagia ol media dan
na itu, Pemerintah Kabupaten k :

- | ] ebumen berkeingi

dalaﬁ-?;ur tanggung jawab sosial Perusaliaan secara lebih tegﬂg E;ngman'

—— entul Peraturan Daerah, Peraturan Daerah ini dibentuk dﬂ s

Iebih gat gntuk menciptakan iklim investasi dalam dunia usah s

prak beretika dan memperhatikatl nilai-nilai moral, Sﬂdaﬂgkaﬂz ara

b Hs, Peraturan Daerah rersebut dimaksudkan untuk mc;fgr "
pastian  hukum, membangun rasd keadilan sosial, dan seba IT‘

alankan aktifitasnya méngir:

E:dnman bagl perusahaal yntuk e
untungan sekaligus xontribusi pada perlindungan dan

f memberikan
peningkatan kesejahteradl masyarakat di wilayah Kabupaten Kebumen

PaSal, DEMI PASAL

Pagal 1
Cukup jelas
Pagal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jetas
Fasal 4
Huruf a B
Yaig dimaksud dengan akuntabilitas adalah
penanggungiawab penyelengga.raaﬂ suaty uresan pemenatah
ditentukall berdasar Leedelkatannya dengan luas, besaran
dan _]'EJIE]:CBUEﬂ dEIﬂPﬂk yang ditimbulkan oleh
pen:,relen aan suaty Urusan pemerlnrahaﬁ_

Huruf b Jengan 1
Yan dimaksud 2l
hukﬁm yang meket? hukutn da? ketentuan peraturan
eron Jang-ur Jangan sehagal Jasar dalam yetiap kebijakan
dan Tindakam-
Huruf -

8 tin di semua aspﬂk dalam hernegard, berbangsa damn
kepen arti vang saluas-luasnys dan yang
berrmasyar at hidup HAsyar akat yang luas.
5 kehﬂrsa.maan adalall asas vang

ha/Perusahaan sccara

Huruf d
gimaksud denége’ asa
gelurull pelaku usa
usabhanyd untuk mewujudkan

grrl .
'nga[']- hal

Kesejahter? )
q jemarnfaatan adalah leegiatare
alan hal tANEEUNE jawab

Huruf e
; g dengdl
raksy h Ferusahaan d : }
Huah mantaat hag kesajabhtcraan

nal acdalah profesi yang
tuk menjalankannys
marmnpu mengilasal

emeriu ; - ,
I:::-mpﬂteﬂ clal? ecal - datam, kreatl dan inovas) atas
tghuatt harus selalu berfikit positif

enge ! . r

- lutinya =E ; :

hidang & ﬂ%uiﬁl ag HnEel otika dar integrias profesi.
qengant T

=ogial
arakat 1445
pl‘ﬂlfﬂ a5l

pud denB 255
kﬂpﬂﬂd :

quatld peketl
ra




Huruf g

| Yang dimaksud dengan &sas proporsionalitas atlalak
| mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban
Perusahaan.

Huruf h
yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah membuka

kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui dan
mendapatkan akses informasi luas tentang tanggung jawab

sosial.

Huruf 1
Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan adalah pahwa penyelenggaraan tanggung jawab
sosial harus dilakukan secara berkesinambungan dengan
tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan serta
pemeliharaan lingkungan hidup.
Huruf j
yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah sikap
yaitul berbuat sendin secara aktif dan

keswa
Lebebasan untuk mengambil keputusan, penilaian, pendapat
dan Wﬂanggungawaban
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1]
Yang dimaksud dengan shantuan pembiayaan” adalah
sejumlah uang yans telah dianggarkan oleh manajemen secara
-ukarela tetapi terprograr untuk TJSLP. Uang tersebut bukan
gliran dana derma (charity] atau uang yang bersifat
kedermawaarn Epl'lﬂﬂl‘lthml-"}']- .
Yang dimaksud dengan fknmpensam“ dlsaia.m ketentuan ayat
ini merupakan penggantian atas kerugian yang diakibatkan
oleh pendirian bangunan fisik dan operasional Perusahaan.
Avat (2
Cukup jelas
Ayat (3]
Cukup jelas
Ayat (4]
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
<o !E‘aailitaa bag penanam modal atau Perugahaan dapat
diberikan dalam hal untuk melakukan pferluasan usaha,
melakukan penanam:m mndai_ baru, pajak penghasilan
: rangan penghasilan neto hingga tingkat

rertenti, -P.gmbehasﬂﬂ atau keringanan bea masuk atas impor
i in, pembebasan atall penangguhan
jlai atas 1impor, penyusutan atau

pertambahan n J
at dan keringanan pajak bumi dan

mortasi yang dipercep
hangunan.

Avat (2)
i dimaksud dengarn

Yang
adalah Perusahaan Yang telah melaksanakan

perhargaar dalam ketentuan ayat ni
program TJISLFP



secara terus menerus dengan hasil baik dan sesuai
| program yang telah ditetapkan mendapatkiim {éﬂe?ﬁa:
p.._gng_hargaan tertulis dalam bentuk sertifikat atau pia 1-?1
diumumkannya di media masa hingga m::ndapagt?-:ar:
kemudahan dalam fasilitas tertentu yang menjadi kewenan
] Pemerintah Daerah. =
Pasal 10
Cukup jelas.
‘Pasal 11
| Cukup jelas.
‘Pasal 12
Cukup jelas.
‘Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas

skala prioritas dari Pemerintah Daerah dapat
digunakan sebagai pertimbangan Perusahaan dalam

alkan pelaksanaan TJSLP agar di lapangan terjadi

merencal
Pemerintah Daerah dengan

keharmonisan antara upaya
kegiatan swasta.

Ayat (3)
Cukup jelas

- Pasal 14
: Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Culkup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Culup jelas
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Culup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ccukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas:
Pasal 25
| Cukup jelas.
Pasal 26
Ccukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Culkup jelas

MBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ...

TAMBAHAN LE




DRAFT PENYAMPAIAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

oerumAtiAN ATAS PERATURAN DABRAH NOMOR 15 TALTIN 3017
AN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN

| TENTANG HAK KEUANG
ANGOOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
K ABUPATEN KEBUMEN

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DENGAN
BUPATI KEBU MEN,

enimbang  ° a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023
tentang perubahan Atas FPeraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Ad ministratif Pimpinan dan Anggota Dewan
perwakilan Rakyat Daerah serta dalam rangka tertib
administl'ﬂﬂf tata kelola barang milik daerah
Lhususnya terkait kendaraan perorangan dinas dan
rumah Negara serta sinkronisasi dengan peraturan

ndangan perlu dilakukan penyesualan

perundang-u

terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan

Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
-atif Pimpinan dan Anggota Dewan

dan Admimst
jan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

pPerwak! ;
b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
d dalam huruf &, perlu menetapkan

dimaksu

Peraturatl pDaerah Kabupaten Kebumen tentang

Perubahart Atas Peraturan Daerah Kabupaten
mor 15 Tahun 2017 tentang Hak

Kebumen N© g Mt =
n Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Rakyat [Daerah Kabupaten

Dewarll perwakilan
Kebumen,
| . 1. pasal 1B ayat (6] Undang-undang Dasar Negara
TR : Rgpublik [ndonesia Tahun 1943;
2 Undang-Undang omor 13 Tahun 1950 tentang
| Pembemukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungarn Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
I Indonesia Tahun 1950 Nomor 42};



Undeng Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Daerah (Lembaran Negara Republik
an 2014 Nomor 244, Tambahan
: ra Republik Indonesia Noror 5587
! sebapgaimana relah beberapa kali dinthah, terakhir
; dengan Undang-Undang MNomor 6 Tahun 2023
! Penetapan Peraturafl Pemerintah Pengganti Undang-
. Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
IMenjadi Undang-Lndang {Lernbaran Negara Eepullik
a Indonesia Tahun 2023 Nomor <41, Tambahan
_' Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor B365);
intah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
S dan administratif Fimpinan dan
- Anggota Dewan erwakilan Raloat Daerah (Lembaran
. Negara Republik ndonesia Tahun Eﬂl'{ Normotr FO6,
I Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
| Nomer 6057] sebagaimana telah diubah dengan
. Peraturan Pemerintah Nemor | Tahun 2023 tentang
| perubahatl atas Peraturab Ferperintah Nomor 13
rahun 2017 (entang Hal Heuangan dan Adrministratif
pimpinan Dan anggota Dewan Perwakilan Fakyat
Daerah {Lemba Republik Indenesia Tahun

ran Negald
Notmoel 106, Tambahan Letnbaran Negara

a Nomor &
ah Marmor 15 Tahun 2017 tenlang Halc

Gaer oo

5. Peraturan Jqdmiﬂiﬁﬂ'a“f Pimnpinan dan Anggols
. Rakyat Daeral Kabupaten

paten Kebumen

15, Tambahan 1 ambaran raecrah
MOIeT 144},

Pemerintahan
Indeonesia Tah
Lembaran Nega

E
'E 3. Undang-

N KEBLUMEN

uRAN DAERAH NOMOR 15 TAIUN
X Ak DAN ADMINISTRATIF
TA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Menet&pkaﬂ : 0B/
201 Wals
AN AN BUMEN.

Daer 5 Tahun 2017 tentang
dala turat ipan dan anggota Dewslt Perwakilan

i2a il .
hETE_p:-‘j Ketentudd iniﬂtfat'f Fim [:;_raﬂ [aerai Kabupaten Kebumen
ah Kabupaten Kebumen

ak Keuan dan
F;&ky&t Draerah I{abuFﬂtﬂ$an§Eahan Lembararn Daet

ahun 2031 Hﬂmﬂr ' ) eut

Cthor 124f diubah gebagal P
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tentuan avat (2) huruf b Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi

i berikut:
| Pasal 9

ﬂ] Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DFRD terdiri atas:

 a. jaminan kesehatan;
b. jaminan lecelakaan kerja;
c. jaminan kematian; dan
d. pakaian dinas dan atribut.

[2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sediakan tunjangan kesejahteraan berupa: '

Pimpinan DPRD di
o rumah negara dan perlengkapannya;
gan dinas; dan

b. kendaraan peroran
c. belanja rumah tangga.

teraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diakan tunjangan kesejahteraan berupa: r

ngkapannya,

(3] Selain tunjangan kesejah

 Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat [(H, ayat (3], ayal (6}, dan ayat (7) Pasal
herbunyl sebagai berikut:

13 diubah, sehingga pasal 13
Pasal 13

(1) Rumah negara dan perlengkapannya gerta kendaraan perorangan
dinas sebagaimansa dimalksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan
i Pimpinan DPRD sesual gtandar berdasarkan

huruf b disediakan
Ketentuan peraturan perundang-undangan. |
(2] Rumah negara dan perjengkaparnya sebagaimana dimaksud dalam
Passl O ayat (3] puruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai
turan perundang-undangan.

standar herdasarkarn Ketentuan pera
(3) Pemakaian dan perlengkapannya aerta- lrendaraan

rumah negara. :
Sirin sghagﬂlmﬂﬂa dimaksud pada ayat (1) dan
negara dan perlengkapaniiya sebagaimana
- i dengan ketentuan peraturan

" Egﬁ;?hﬂﬂﬁmmﬁnmﬁ ngga_n} dan pgﬂeni}rﬂaﬁannyg. serta kendaraan

perorangan dinas . cbagairana dimaksiC Do ayat (1) dan

pemeliharaan rumah Degaa | ‘11;“ ﬂ;‘!ﬁ;‘gaﬂnﬁ sebagaimana

: & :

(& dimalksud 113'3‘?13 afﬂaﬂtjiﬂ dﬁ'ﬁ bgrheﬂfi atau berakhir masa jabatan,
) Dalam ha :'F gkapannya serta kendaraan perorangan
rumah ﬂﬁ%airke e balikan dalam weadaan baik kepada Pemerintah
dinas wajl Iangg al penetapan pemberhentian massa jabatan.
Daerah S€] t pPRD yang disediakan rumah negara dan

(6) Dalam hal * berhen perakhir nasa jabatr, rumah negara
perl&ng]{apﬂﬂﬂj’ pli wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada
dan Pelﬂﬂﬂ " sejak tangeal penetapan pemberhentian masa

Pernerirnt

paerah
jabatarn. - h negar
halian ruma
(7) }'i;ata:i ;I‘aarfn'j;fiem dinas dilaksana
g  perun

a dan perlengkapannya serta
kan sesuat dengan ketentuan



4. Hete
. niuan Pasal 14 diubah, sehingga berbumnyi sebagai berikut;
Pasal 14 '

|
[“Si]-:-l?:h negara dan perlengkapannya Serta Lendarzan peroVALEZAn
i daps yang disediakan sebagalmand dlI:ﬂEIl{Slld dalam Pasal 12 tidak
- E}"]I: t dilakukan pemanfaatal dan pemindahtanganarn.
ikecualikan dari ketenfuarn sebagaimeana dimaksud pada ayat (1)
Ainas yang sudah tidak diperlukan bag}

untuk kendaraan perurangan
pEn_‘PrE]-'Eng_EE.rﬂﬂn tugas pﬂ'mﬁﬁﬂtﬂhﬂﬂ daﬂrﬂh dﬂpat dilakn kan
wai dengan ketemtuan peraturan perundarng-

Pemindahtanganan sCS
undangan.
sehinggad Pasal 15 herbunyi sebagal

Ke:
tentuan ayat (1) Pasal 13 diubalt,

berikyt:

(3) Dal : pyediakan rumat
am hal Pemerintall D , e
“Egﬂra datt kenda:aan pgmrﬂ_ngan dina F‘Imtpr;naﬂ TrED
EEhﬂE;Eimana dima]-:sud dalam Pa e g TE-Eflngkuta_n
iberikan tunjanges ruma an tun] .
hegara bagi Anggota DF D sebagaimeans imak
kepada yﬁl An e ngkutan 225 ipertlal ‘””Jaﬂgﬂf’f‘}*g‘_&hﬂ“-
Teni £ dan cunjans (ranspertasl DA impinan
Iyp Hﬁ“ﬁﬁﬂ perumant’ aksud at (1) diberikan dalar bentuk
LLaTt ?._-,Ebaga:-ﬂbzn :rkan setiap terhitung mula tanggal
. g dan dibay T
Pengucapan suin STl ; di kstid pada ayat [2} dan
A irma - .
) Tunjangan Pemmaha : Eﬁ';;} pFRE sebagaimang -_riimﬂk&ud
beg) Adalam hent.uk nang dan dllha]_,'_ar}-;an
urnpah /jan)1.

;““jangan Lranspr::rtgsg it
alam Pasal 9 ayat ibel] capan s
Y u ggﬂj pengl patan sebapai Fimpinan

setiap bulan tarhifung = onduduki jaba i pi
(5 E'agl SU A dan,-’fl.tE.Ll 1St FS;LEIEmDPHD $anE sgina hanya diberiloaly
. an/atau Angsotd n. o
. talah =atu tunjEﬂE wang EUE-T-ni atant st}
8 | Fimpi ta DPRD S rah yang sam
® Eﬂjlfl Flm}f ma;‘l [.i:larvlsrah%gwﬂ'ﬂ}dl yepald daerab pada daerall yang S8InS
agai kepala d& o
tidak diberikar tunjaﬂgﬂ” P ate D 3
") Bagi ];'impiﬂan dan/ ?‘;ﬂﬁ ti:jggﬂﬂgﬂn p-f:rutnahraﬂ dan
sementara tidak Jiberik?®
transportasi-

ra menjabat

iparhentikan
tunjangan

jubalhi sE

3
E’:‘[‘tﬁntuﬂ FHSEJ JEII al 1 lﬁ
Pasd
I pemrang-aﬂ dinas
han dan

gal 15 tidak

ria
annya tur
13 gertd 4 dalam Pa
amaatl.

Rlm jengka?
ah dan per pasal ;

| &“bagairﬁegﬁﬁimamud dalam . and dimakS o secara DTS
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Ef:tﬂntuan ayat (4 ; .
berikut: yat (4) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai

Paszal 17

.:f‘l] Besaran tunj ;
- jangan p&t‘urﬂaha_rl sebagaimana dimaksud d

_ alam ag
15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, Taﬂic}naﬁa;

standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan

dan lahan rumah negara eeguai dengan ketentuan peraturan

5 perundang-undangﬂn-
(2] Besaran tunjangarn transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewaj |
: jaran, rasionali
standar harga setempat Yans berlaku sesuai dengan kﬁtf:n:iarl

peraturan perundang-undangarn.
(3] Besaran tunjangan perumahan yans dibayvarkan harus sesuai dengan

standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah
negara bagi pPimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel

' belanja listrik, air, gas, dan telepon.

(4) Begaran tunjangan transportasi  yang dibayarkan harus sesuai
dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk
standar kendaraat perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota
DFED gesual dengan ketentuan pEI’at_uraIL Ptﬂlndahgundzmgan
tidak termasuk biaya biaya operasional kendaraan

perawatan dan
dinas.
(5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan rransportasi Pimpinan
dan Anggota DPRD tidak boleh r_neh:bihi besaran tunjangan
perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DFRD

provinsi. ) )
(6) Ketentuan lebih laniut mengenai besaran tunjangar perumahan dan
tunjangan transpﬂrtaE'-i diatur dalam Peraturan Bupati,

| Ketentuan ayat (1) 988 ayat (2} pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19
berbunyi sebagar berikul
pasal 19

RD yang meninggal dunia atau mengakhiri

(1) Pimpinan atau anggota DF . .
mESFi: jahatannya diberikan yang jasd Pengabd,_aﬂ_
dian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(2) Besaran uang J2 g jabatan pimpinan dan Anggota DPRD,

disesuaikan dengan mAa
n: .
d; nrgnafs;{it;g?ai kur engan 1 (satu] tahun,
" diberikan uané jasa penb 1 {satu) bulan uang

reprcsEﬂtasﬂ .
b. masa jabatal al dendiL )
engabdian sebesar 2 (dus o1 tahun, diberika jas
p : abatar pai dengar 3 (tigal : Kar uang jasa
c. masd ) n gebesal 3 (tiga) bulan UaTe representas |
pengal el o 4 :ﬂmpﬂtl tahun, diberikan uang jasa
d. masa ]ﬂhlﬂtﬂﬂ r 4 {E:mpaﬂ bulan uang I"EPTE.EEﬂ_tHEii dan
psngabdlﬂ“ sc 4i dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa
: shatan gamp : paling hanyvak 6 (enam)
i 5

n 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa
lan uang rEpTE:iﬂntaai;

e. masa]

peﬂgﬂb‘d‘lan 3
Presﬂﬂtﬂﬁl s DPRD mening.gﬂ-] dunia, uang jasa

bulan uang e A
- i i Ll ng’E . ot

(3] Dalam hal P;::HE;:&:Q o dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada
pengabd!

ahli warisnys:




bdian dilakukan setelalh  yeang

(4] Pembayaran wang jasa Penga
hormat sesuai dengan ketentuan

bersangkutan diberhentikan dengan
peraturan perundangundangan.
ta DPRD diberhentikan dengan tidak

hormat, Udalk diberikan uang jasa pengabdian.

Pasai t!
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

mam-et'intﬂhk
dalam L€

an pengundangarn Feraturan

Agar . .
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)
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EDT RlanTo



RANCANGAN PERATURAN D

PERUBAHAN ATAS PERA

PENJELASAN

ATAS
AERAH KABUPATEN KEBUMENM

NOMOR ..... TAHUN ..
TENTANG
TURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF FIMPTNAN
AN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN FaKYAT DAERAN
KABUPATEN KEBUMEN

LINLI T
Perubahan

Hak Keuangal dan Administra
Perwalilan Raloyat Daerah Kabupate
pepublik Indo
Peraturan Pementit
gan dan administrati{ Pimpinan dan

tentang Perub
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n Kebumen dilandasi adanya
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Anggota Dewal
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ran [raerab sebagal
gleat Kabupaten.
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Hak Kenangan 927 ©dministratf PIEPaar dem Anggeta Dewan
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Perwakilan pakyat Dact
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ara [2F
ar. Untuk itu perlu kiranya
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kerja &Mt
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1L,

rASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Anpka 1
Pagal 9
Avat (1]
Cubup jelas.
Ayat (2]

Huruf a
Culkeup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan 'kendaraan perorangan dinas’

mmilik nﬂgat'afd.aarah herupa kendaraan
kan oleb Pejabat Negara, pegawal

] Negard, anggota Tentara Masional Indonesia
glisian MNegara Republik Indonesia [Polr],

(TN, anpgota Kep
dan Pitnpinal DPRD untuk pelaksanakan tugas dan fungsi
pada jabatan yang diembatiriys.
Fluruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (3]
Cukup jelas-
Anplka 2
Pasal 13
ar?::1[gl]Idnm.fatl-:su:u:i gengan I negara’ adelah benginar
; Daer Jdan berfungs! sebagai tEImpat

yang dimilie pemeTin o e " mbinaan e s
tinggal atay hu e jhataD
meninjans Fﬂmkﬁﬂﬂaaﬂ

Avat [2}

Cukup jelas

Ayat (3]
cukup jelas

Avat [a)

Cukup jelas.

Ayat (2] agalarm weadaar paik" adalab dapat
Yang dimak ad d¢ meitﬂﬂgamﬁﬂ mgas  dar fungsi
digunakear Lt )

riﬂtEI.hﬂ-ﬂ daﬁrah



Ayat (D)
Yang dimaksud dengan "dalam keadaan baik” adalah dapaf
digupakan untuk penvelenggaraan  tupgas  dan  fungsi
pemerintahan daerah.
Ayat (7]
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pemanfaatan” adalah pendayagunaan
barang milik daerah Yyang tidak dipunakan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi =atuan kerja perangkat
daerah dan/atau coptimalisazi barang milik daerah dengan
ridak mengubah status kepernilikan.
Ayat (2]
cukup jelas.
Angka 4
Pasal 15
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 16
Cukup jelas.
Angka &
Pasal 17
Cukup jelas.
Angka 7
Pazal 1%
Cukup jelas.

Pazal II
Cukup jelas.

(BAHAN LEMBARAN CAERAH KEABUPATEN KEBELUMEN NOMOR



RAPAT PARIPURNA (INTERNAL) PENYAMPAIAN PENJELASAN PENGUSUL TERHADAP 3
(TIGA) RAPERDA INSIATIF DPRD KABUPATEN KEBUMEN
SENIN, 29 JANUARI 2024

7]

" :ﬂ.i

{{” H!:w _ﬂ

i

'|" \ " |_II.1

| m













